PUTUSAN
Nomor 707/Pdt.G/2024/PN JKT. TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus yang memeriksa

dan mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama,

telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut, dalam perkara antara :

SUHANTO

SARI MUMPUNI

bertempat tinggal di Ciracas, Rt.009/ Rw.008, Kel.
Ciracas, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Ciracas,
Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabridanur,
S.H., dan Syahrul Rozi, S.H., para Advokat yang
berkantor di JI. Aria Putra No.10, Rt.003/ Rw.005,

Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota .

Tangerang Selatan, Provinsi .-I_3anten berdasarkan Surat_:' '
Kuasa Khusus Nomor: 142/SKK/DNS/XI2024 tanggal 2
Desember 2024, sebagai Pen'ggugat._l; : : :

bertempat tinggal di Kp. Utan,' Rt.010/rw.008, Kel.
Ragunan, Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Ragunan,
Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dki
Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Sabridanur, S.H., dan Syahrul Rozi, S.H., para Advokat
yang berkantor di JI. Aria Putra No.10, Rt.003/ Rw.005,
Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: 142/SKK/DNS/XI1/2024 tanggal 2
Desember 2024, sebagai Penggugat Ii;

LAWAN

PT. TRANSPORTASI tempat kedudukan Jalan Letjend. Tb. Simatupang
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GLOBAL MANDIRI

KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI
DIREKTORAT
JENDERAL
PERHUBUNGAN
DARAT

KEPALA BALAI LRT
SUMATERA
SELATAN

KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN
KOTA PALEMBANG

No.2, Rt.08/rw.02, Kelurahan Gedong, Kecamatan
Ps. Rebo, Jakarta Timur, Gedong, Pasar Rebo, Kota
Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta, dalam hal
ini diwakili oleh DRS. Asyari yang memberikan
kuasa kepada Bionda Johan Anggara, S.E, S.H.,
M.M dan Madioni Anggari, S.H., M.M, para
Advokat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20
Januari 2025, sebagai Tergugat;

tempat kedudukan Jalan Merdeka Barat, Gambir,
Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Gambir, Gambir,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dki Jakarta, dalam
hal ini diwakili oleh Roimon Indiarko, berdasarkan
Surat Tugas Nomor ST-K1 DJKA 18 fTahun 2025
tanggal 17 Januari 2025, sebagai Turut Tergugat I;

tempat kedudukan Jalan Hm Noerdin, Pandii,
Rt.011/rw.03, Kel. Jakabaring™ Selatan, mskee.
Rambutan Kabupaten Banyuasin, Sumsel,
Jakabaring  Selatan, ¥ Rambutan, Kabupaten
Banyuasin, Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili
oleh Rode Paulus G.P., S.Si,T.,M.T selaku Kepala
Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera
Selatan yang memberikan kuasa kepada Wahyu
Mutiya Artati, SH, dkk, Para ASN pada Kementerian
Perhubungan berdasarkan Surat Kuasa Nomor:
UM.008/1/4/BPKAR-SS/2025, sebagai Turut
Tergugat ll;

tempat kedudukan Jalan Pangeran Sido Ing Lautan,

35 llir Barat li, Kota Palembang, Sumsel, 35 llir, Ilir

Barat li, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam
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KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN
KOTA SURAKARTA

NOTARIS Susi
APRILLINA, S.H,,
M.Kn

NOTARIS SASMITA,
S.H., M.Kn,

hal ini diwakili oleh Agus Supriyanto, ATD.,MM
selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota
Palembang yang memberikan kuasa kepada
Muhamad Igbal, S.H., C.Med, dkk, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor:
700/00087/S.Kuasa/l/l/2025 tanggal 17 Januari
2025, sebagai Turut Tergugat lll;

tempat kedudukan Jalan Menteri Supeno No.7,
Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa
Tengah, Manahan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa
Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Taufiq
Muhammad, S.SiT., M.T selaku Kepala Dinas
Perhubungan Kota Surakarta yang fmemberikan
kuasa kepada FX. Sasadara Paska, S.H, dkk;
berdasarkan  Surat Kuasa Khusus Nomor::_
KP.00/0279/1/2025 tanggal 15/Januari 2025, sebagai
Turut Tergugat IV; '

tempat kedudukan Jalan Kayumanis Timur lii, No.43
Rt.15/rw.02, Kel. Kayumanis, Kec. Matraman,
Jakarta Timur, Kayu Manis, Matraman, Kota
Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta, sebagai

Turut Tergugat V,

tempat kedudukan Jalan Link Pegantungan Baru
No.09, Rt.005/rw.014, Kelurahan Jombang Wetan,
Kecamatan Jombang, Cilegon Banten, Jombang
Wetan, Jombang, Kota Cilegon, Banten, sebagai

Turut Tergugat VI,
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Pengadilan Negeri Tersebut

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

Telah mendengar para Pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 12 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Timur pada tanggal 12 Desember 2024 dengan register
perkara Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim, telah mengajukan gugatan
terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il adalah pendiri pertama
dari PT. TRANSPORTASI GLOBAL MANDIRI, berkedudukan di Jla®
TB. Simatupang No. 02 RT.08/ RV\_i.OZ, Kelu_rahan Gedong,:_
Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur — 13760, berdasarkan Akta
Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 3% tanggal*24 Agustué_ 2020,
yang dibuat oleh Notaris Susi Aprillina,’ SH, M.Kn.(TURUT
TERGUGAT V) di Jakarta.

2. Bahwa saat ini PT. TRANSPORTASI GLOBAL MANDIRI telah
berubah kepengurusan sejak Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) tanggal 25 Juli 2024, dan berdasarkan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat PT. TRANSPORTASI GLOBAL MANDIRI Nomor 01
tanggal 12 Agustus 2024, yang dibuat oleh Notaris Sasmita, S.H.,
M.Kn. (TURUT TERGUGAT VI) di Kota Cilegon, Provinsi Banten,

yang mengatur susunan pengurus perseroan sebagai berikut:

1.1 Pengurus lama:
Anggota Direksi
Direktur Utama : Suhanto

Komisaris : Muhammad Qareza Qualdi
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1.2 Pengurus baru :

Anggota Direksi

Direktur Utama : Tuan Drs. Asyari

Direktur : Sari Mumpuni

Dewan Komisaris : Muhammad Qareza Qualdi

2. Bahwa kemudian, pada tanggal 25 Juli 2024 PENGGUGAT | dan

PENGGUGAT Il selaku pemegang saham tidak lagi diberikan akses
mengenai jalannya Perusahaan serta memberikan Notulen RUPS
yang di buat tanpa persetujuan seluruh pemegang saham ke Pihak
ke Ill sedangkan secara resmi Akte Perubahan belum bisa dibuat,
untuk itu PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il secara tegas meminta
kepada TERGUGAT sebagai Direktur Utama PT.TRANSPORTASI
GLOBAL MANDIRI untuk segera melaksanakan komitmen tertanggal

12 Agustus 2024 yang tercantum pada point 4 di “Surat Pernyataansi,

dan Komitmen Penyerahan Aset dan I?-l_"c_J"yek' Bl '_I'RANSPORTAS__I-:.-_
GLOBAL MANDIRI" yaitu “Membeli [seluruh kepemilikan saham
PENGGUGAT | dan PENGGUGAT, I yang adapudi
PT.TRANSPORTASI GLOBAL MANDIRI”,. kemydian secara tegas
PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il sampaikan : “Memproses
pembelian saham dengan tukar guling saham atas nama SARI
MUMPUNI dan SUHANTO dengan 4 (empat) unit Bus dan sebidang
tanah pool dengan memberikan bukti kepemilikan asset atas bus dan
tanah tersebut kepada notaris untuk segera dibuatkan akta yang
diperlukan, supaya PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il tidak ada lagi
sangkut pautnya dengan PT.TRANSPORTASI GLOBAL MANDIRI,
karena komitmen ini tidak segera dilakukan akan ada potensi timbul
konflik dan sengketa terhadap PT.TRANSPORTASI GLOBAL
MANDIRI yang menyebabkan PT.TRANSPORTASI GLOBAL
MANDIRI tidak bisa lagi berkontrak e-katalog baik dengan
kementerian dan pemerintah kota, karena salah satu syarat kontrak e-
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katalog adalah perusahaan serta pengurusnya tidak sedang
sengketa”.

. Bahwa perlu diketahui, seluruh proyek-proyek yang masuk ke dalam
perseroan PT. TRANSPORTASI GLOBAL MANDIRI, terutama yang
berasal dari Dinas Perhubungan Kota Palembang serta Balai LRT
Sumatera Selatan adalah hasil kontribusi besar dan upaya keras dari
PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il sehingga perusahaan dapat
berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang signifikan, dan pada
saat itu kondisi TERGUGAT tidak ada kontribusi yang significan
Khusus Sdr. Asyari sebagai Komisaris Utama karena sedang dalam
tekanan menghadapi kasus di BARESKRIM dan Polda Metro Jaya,
serta saudara Qareza yang tidak ada di Indonesia dan sejak awal
sama sekali tidak terlibat baik dalam penyusunan rencana kerja serta
visi misi Perusahaan.

. .Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No No.35 tertanggal®
24 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan_' Notaris S_USI APRILLINA,:_
S.H., M.Kn., PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il tercatat sebagai
Direktur sekaligus pendiri perusahaan. Sebagai pendiri dan pe'r_nimpin
awal, PENGGUGAT | dan PENGGUGAT I telah memberikan
kontribusi yang sangat signifikan dalam™ membangun dasar
perusahaan, baik dari segi operasional, keuangan, maupun strategi
bisnis, yang menjadi fondasi keberhasilan perusahaan saat ini. Peran
PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il sebagai pendiri dan pemimpin
awal adalah bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari
keberadaan dan keberlanjutan perusahaan hingga saat ini

. Bahwa sebelum pergantian direksi baru, direksi lama diberikan
kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan serah terima
jabatan kepada direksi baru sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip
tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
Dalam proses tersebut, direksi lama juga berhak diberikan
kesempatan untuk menyampaikan pendapat, klarifikasi, atau laporan

pertanggungjawaban terkait masa jabatannya, sesuai dengan
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ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1) UU Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan ini mengatur
bahwa direksi wajib menyusun laporan tahunan dan menjalankan
tugas pengurusan perusahaan dengan itikad baik, penuh tanggung
jawab, serta mematuhi anggaran dasar perusahaan.
. Bahwa PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il menuntut kepada
TERGUGAT untuk memenuhi pemenuhan hak atas jasa yang telah
diberikan kepada perseroan PT. TRANSPORTASI GLOBAL MANDIRI
selama masa kontribusi mereka, termasuk yang dapat dianggap
sebagai pesangon atau kompensasi. Hak ini didasarkan pada
komitmen perusahaan yang hingga saat ini belum diselesaikan,
meskipun kontribusi mereka telah memberikan dampak signifikan
terhadap perkembangan perusahaan sebelum pergantian direksi;

. PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il mengirimkan surat kepada

TERGUGAT (Direktur Utama PT. TRANSPORTASI GLOBAL#

MANDIRI) dengan permintaan yang belum_'dipenuhi (_)Ieh TERGUGAT:_

antara lain, pada tanggal 23 September 2023; L 1

7.1 Gaji Direktur Utama bulan Juli 2024 _untuk™ Bapak Syhanto
sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

7.2  Gaji Direktur bulan Juli 2024 untuk Ibt®Sari Mumpuni sebesar
Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

7.3  Talangan uang pribadi yang diberikan oleh Ibu Sari Mumpuni
untuk pembelian seragam Pramudi PT. TRANSPORTASI
GLOBAL MANDIRI Solo dan Palembang, serta pengeluaran
Pembayaran Listrik dan internet kantor Pusat.

7.4  Pengambilan uang pribadi oleh Bapak Drs. Asyari yang tercatat
dalam laporan keuangan perusahaan sebesar Rp
4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) sejak
tahun 2021 hingga tahun 2024, yang seharusnya dikembalikan
dan dibagi kepada PENGGUGAT | dan PENGGUGAT I
sebagai dividen dengan perbandingan 70:30,
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7.5 Pengembalian semua barang pribadi milik PENGGUGAT | dan
PENGGUGAT Il yang diakui sebagai inventaris perusahaan
oleh TERGUGAT;

7.6 Pembayaran/ pembelian saham Bapak Suhanto (PENGGUGAT
[) dan Ibu Sari Mumpuni (PENGGUGAT II) sebesar 30%
berdasarkan “Surat Pernyataan dan Komitmen Penyerahan
Aset dan Proyek PT. TRANSPORTASI GLOBAL MANDIRI
yang dinyatakan dan ditandangani oleh Drs. ASYARI
(TERGUGAT) dan MUHAMMAD QAREZA QUALDI sebagai
Komisaris, pada tanggal 12 Agustus 2024 yang tercantum pada
poin ke 4 pada “Surat Pernyataan dan Komitmen Penyerahan
Aset dan Proyek PT. TRANSPORTASI GLOBAL MANDIRI”

8. Bahwa seluruh point 8.1 s/d point 8.6 diatas, PENGGUGAT | dan
PENGGUGAT Il minta kepada TERGUGAT segera diselesaikan dan
dibayarkan kepada PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il tanpa harus
menunggu putusan pengadilan yang me_'mpunyai kekuatan hukum:_
tetap, jika TERGUGAT tidak melaksanakan dan tidak mengindahkan
kewajibannya tersebut, maka PENGGUGAIL. | dan PENGGU'GAT il
akan menempuh jalur hukum Pidana dengan membuka laporan polisi;

9. Bahwa PENGGUGAT | dan PENGGUGAT*Il sebelumnya telah
menerima komitmen dari perusahaan bahwa kontribusi mereka akan
dihargai melalui pembelian saham masing-masing sebesar 15%.
Namun, karena komitmen tersebut tidak dilaksanakan oleh direksi
saat ini, maka permintaan dari PENGGUGAT | dan PENGGUGAT I
adalah agar pembagian hak mereka tidak lagi didasarkan pada
proporsi saham, melainkan dialihkan menjadi pembagian atas seluruh
aset perusahaan dengan komposisi 70% untuk perusahaan dan 30%
untuk PENGGUGAT | dan PENGGUGAT II;

10.Bahwa menyusul surat pertama dari PENGGUGAT | dan
PENGGUGAT I, tidak ada jawaban resmi dari TERGUGAT terkait
pemenuhan komitmen PT. TRANSPORTASI GLOBAL MANDIRI
kepada PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il sebagaimana
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dituangkan dalam Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris
Sasmita, S.H., M.Kn. / Turut Tergugat VI pada 12 Agustus 2024,
tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. TRANSPORTASI GLOBAL
MANDIRI yang menyatakan bahwa:

10.1 SARI MUMPUNI (Penggugat Il) adalah pemegang 15% saham
PT. TRANSPORTASI GLOBAL MANDIRI, dan

10.2 SUHANTO (Penggugat I) adalah pemegang 15% saham PT.
TRANSPORTASI GLOBAL MANDIRI.

11.Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, pasal-pasal yang relevan adalah sebagai
berikut:

11.1 Pasal 66 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas yang menyatakan bahwa pemegang gaham yang
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh saham
berhak mengajukan RUPS (Rapat _Umum Pemegang Saham). :_

11.2 Pasal 52 ayat (1) huruf b UU [No. 407 Tahun 200% tentang
Perseroan Terbatas yang mengatur,bahwa“setiap perh_egang
saham berhak mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah
saham yang dimilikinya.

11.3 Pasal 25 ayat (1) huruf ¢ UU No. 40 Tahun 2007 yang
menyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak untuk
mengetahui jalannya perusahaan.

12.Bahwa mulai tanggal 25 Juli 2024, setelah RUPS diselenggarakan,
PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il sebagai pemegang saham
sudah tidak diberikan akses oleh TERGUGAT untuk mengetahui
jalannya perusahaan, padahal apabila terjadi sesuatu terhadap PT.
TRANSPORTASI GLOBAL MANDIRI, PENGGUGAT | dan
PENGGUGAT Il masih berpotensi menanggung risiko dan akibatnya ;

13.Bahwa hak-hak PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il yang hingga
saat ini belum dipenuhi oleh TERGUGAT adalah:
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13.1 Gaji Direktur bulan Juli 2024 sesuai dengan UU No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat 30, yaitu :
‘Bahwa upah merupakan hak pekerja yang diterima dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja” ;

13.2 Dana Talangan Direktur untuk pembelian seragam karyawan
dan pramudi PT. TRANSPORTASI GLOBAL MANDIRI, yang
pengeluarannya sudah dipertanggungjawabkan dengan bukti
invoice yang telah diterima oleh PT. TRANSPORTASI
GLOBAL MANDIRI.

13.3 Bahwa dividen yang seharusnya dikeluarkan untuk Penggugat |
dan Penggugat Il sejak bulan Agustus 2024 hingga saat ini
belum diberikan oleh Tergugat .

14.Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban yang
telah disepakati, maka Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar
janji) yang merugikan PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il ;

15.Bahwa sebenarnya PENGGUGAT | dén PENGGUGAT Il telah
memberikan kesempatan yang cukup kepadal TERGUGAT, melalui
surat yang dikirimkan pada tanggal 23 iSeptember 2024"dang241
Oktober 2024, agar menyelesaikan kewajibannya, namun tidak
diindahkan oleh Tergugat, sehingga '"PENGGUGAT | dan
PENGGUGAT Il mengambil langkah hukum dengan menggugat ke
pengadilan agar persoalan menjadi terang benderang ;

16.Bahwa PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il dengan ini meminta
dengan tegas kepada TERGUGAT untuk tidak melakukan kegiatan
apapun (status quo) di dalam perseroan selama proses hukum ini
berjalan, sampai terdapat putusan hukum yang berkekuatan tetap
(inkracht van gewisjde).

17.Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban
TERGUGAT, maka TERGUGAT telah melakukan wanprestasi secara
nyata terhadap PENGGUGAT | dan PENGGUGAT II, dan untuk
menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT | dan PENGGUGAT I,
dengan ini PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il memohon kepada
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Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan
wanprestasi (ingkar jani) terhadap PENGGUGAT | dan PENGGUGAT
I

18.Bahwa jika TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan ini, maka
TERGUGAT dikenakan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar
Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari, setiap hari TERGUGAT lalai
melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan
mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisjde) ;

19.Bahwa agar gugatan PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il ini tidak
sia-sia (illusoir) dan melindungi usaha Tergugat mengalihkan harta
kekayaan perseroan kepada pihak lain, maka PENGGUGAT | dan
PENGGUGAT Il mohon agar dapat diletakkan sita jaminan
(conservatoir beslag) terhadap asset —asset perseroaptdan asset
Pribadi :

19.1 Benda tak bergerak :
a. Tanah dan Bangunan Pool FeederBatik Solo“Trans Solo
Yang berkedudukan di Desa Ingasredjo Kalikebo Plesungan
Gondangredjo Karang Anyar, Jawa Tengah 57181
b. Tanah dan Bangunan Kantor PT. TRANSPORTASI GLOBAL
MANDIRI Pusat
Yang berkedudukan di Jin. TB Simatupang No.02 RT.08/02,
Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta
Timur, DKI JAKARTA
c. Tanah dan bangunan di JIn Duren Tiga Selatan No 1B
Rt.009/002
Yang beralamat di Kelurahan Kalibata — Kecamatan Pancoran
Jakarta Selatan
19.2 Benda bergerak :
a. 42 (empat puluh dua) Unit Daihatsu Luxio Tahun 2023 Feeder

Solo, sebagai berikut:
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Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1164 OA
Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1163 OA
Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1162 OA
Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1160 OA
Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1159 OA
Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1276 OA
Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1149 OA
Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1148 OA
9. Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1147 OA
10.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1146 OA
11.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1145 OA
12.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1142 OA
13.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1207 OA
14.Mobil merk Daihatsu, No. Palisi : AD 1140 OA
15.Mobil merk Daihatsu, No. Palisi : AD 1139 OA
16. Mobil merk Daihatsu, No. Palisi :_'AD 113810A
17.Mobil merk Daihatsu, No. Poalisi:: AD 1137 QA
18.Mobil merk Daihatsu, No. Polisit/AD_1136°0A
19.Mobil merk Daihatsu, No. Palisi : AD 1135 OA
20.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD"134 OA
21.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1132 OA
22.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1130 OA
23.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1129 OA
24.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1128 OA
25.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1127 OA
26.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1126 OA
27.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1125 OA
28.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1124 OA
29.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1123 OA
30. Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1120 OA
31.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1165 OA
32.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1074 OA
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33.Mobil merk Daihatsu, No.
34.Mobil merk Daihatsu, No.
35. Mobil merk Daihatsu, No.
36. Mobil merk Daihatsu, No.
37.Mobil merk Daihatsu, No.
38. Mobil merk Daihatsu, No.
39. Mobil merk Daihatsu, No.
40.Mobil merk Daihatsu, No.
41.Mobil merk Daihatsu, No.
42.Mobil merk Daihatsu, No.

Polisi :
Polisi :
- AD 1268 OA
: AD 1090 OA
: AD 1093 OA
: AD 1095 OA
: AD 1094 OA
: AD 1087 OA
: AD 1269 OA
: AD 1032 OA

Polisi
Polisi
Polisi
Polisi
Polisi
Polisi
Polisi

Polisi

AD 1077 OA
AD 1271 OA

. 28 (dua puluh delapan) unit Daihatsu Luxio

Feeder LRT Palembang, sebagai berikut :

© N 9~ LD ge

9. Mobil merk Daihatsu warna merah, No.
10. Mobil merk Daihatsu warna merah, No.
11.Mobil merk Daihatsu warna merah, No.
12.Mobil merk Daihatsu warna merah, No.
13. Mobil merk Daihatsu warna merah, No.
14.Mobil merk Daihatsu warna merah, No.
15.Mobil merk Daihatsu warna merah, No.
16.Mobil merk Daihatsu warna merah, No.
17.Mobil merk Daihatsu warna merah, No.
18. Mobil merk Daihatsu warna merah, No.

19. Mobil merk Daihatsu warna merah, No.

Mobil merk Daihatsu warna merah, No.
Mobil merk Daihatsu warna merah, No.
Mobil merk Daihatsu warna merah, No.
Mobil merk Daihatsu warna merah, No.
Mobil merk Daihatsu warna merah;.No.
Mobil merk Daihatsu warna merah, Na.
Mobil merk Daihatsu warna merah, 'No.

Mobil merk Daihatsu warna merah, No.

Polisi

Polisi :

Polisi :
Polisi:
Polisi :
Polisi :
Polisi :
Polisi :
Polisi :
Polisi :
Polisi :
Polisi :
Polisi :
Polisi :
Polisi :
Polisi :
Polisi :
Polisi :

Polisi :

Tahun 2022

BG 1649 IS

: BG 1651 IS

BG 1652 1S
BB 1655 IS
BG 1656:1S
BG 1660 IS
BG 1455 OY
BG 1434 OY
BG 1446 OY
BG 1442 OY
BG 1459 OY
BG 1969 OY
BG 1449 OY
BG 1436 OY
BG 1457 OY
BG 1437 OY
BG 1458 OY
BG 1433 OY
BG 1453 OY
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20.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi :
21.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi :

22.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi :

23.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi

24 . Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi :
25.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi :

26.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi :

27.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi

28.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi :

. 29 (dua puluh Sembilan) Unit Daihatsu Luxio

Feeder Palembang Kota, sebagai berikut :

Mobil merk Daihatsu warna merah, No.Polisi :
. Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi :

. Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi :

. Mobil merk Daihatsu warna mere_ih, No..Polisi

. Mobil merk Daihatsu warna merah,No. Polisi :
. Mobil merk Daihatsu warna merah, Na. Polisi :
:BG 1544 UK

1
2
3
4
5. Mobil merk Daihatsu warna merah, Na. Polisi
6
J/
8

. Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi

9. Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi :
10. Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi :
11.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi :
: BG 1586 UK

12.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi

13.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi :
14.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi :
15. Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi :
: BG 1603 UK

16.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi

17.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi :
18.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi :
19. Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi :

20.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi :

BG 1966 OY
BG 1971 OY
BG 1443 OY

: BG 1452 OY

BG 1448 OY
BG 1456 OY
BG 1454 OY

:BG 1970 OY

BG 1965 OY

Tahun 2022

BG 1484 UK

BG 1496 UK
BG 1498 UK

: BG 1518 UK
: BG1520 UK

BG 1530-UK
BG 1540 UK

BG 1561 UK
BG 1562 UK
BG 1624 1A

BG 1593 UK
BG 1595 UK
BG 1597 UK

BG 1607 UK
BG 1612 UK
BG 1614 UK
BG 1624 UK
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21.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1628 UK
22.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1629 UK
23.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1631 UK
24.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1636 UK
25.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1643 UK
26.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1645 UK
27.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1650 UK
28.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1764 UK
29.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1633 UK

20.Bahwa PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il juga mohon agar

21.

putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij
vooraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan verzet dari
Tergugat ;

Bahwa. untuk menjamin pelaksanaan putusan perkarai ini dapat
dijalankan, maka wajar jika PENGGUGAT | dan PENGGUGAT li
mohon kepada Ketua Pengadilan Jakart_é Timur®Cgqg.Majelis Hakim:_
Pemeriksa Perkara untuk memberikan dan menetapkan dang paksa
(dwangsom) sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta _rupiah) per hai'_i yang
harus dibayar TERGUGAT kepada PENGGUGAT | dan PENGGUGAT
[l bila lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan

hukum tetap (inkracht van gewisjde) .

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il

mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq.Majelis Hakim

yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PETITUM :

1.

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il untuk

seluruhnya ;

. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan

PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il ;
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3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang
diletakkan jaminan atas asset-asset perseroan atau pribadi
(TERGUGAT) :

3.1 Benda tak bergerak :

a. Tanah dan Bangunan Pool Feeder Batik Solo Trans Solo
Yang berkedudukan di Desa Ingasredjo Kalikebo Plesungan
Gondangredjo Karang Anyar, Jawa Tengah 57181

b. Tanah dan Bangunan Kantor PT. TRANSPORTASI GLOBAL
MANDIRI Pusat
Yang berkedudukan di Jin. TB Simatupang No.02 RT.08/02,
Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta
Timur, DKI JAKARTA

c. Tanah dan bangunan di JIn Duren Tiga Selatan No 1B
Rt.009/002
Yang beralamat di Kelurahan Kalibata — Kecamatan Pancoran
Jakarta Selatan :

3.2 Benda bergerak :

a. 42 (empat puluh dua) Unit Daihatsu Luxio Tahun 2023 Feeder
Solo, sebagai berikut:
Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1164 OA
Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1163 OA
Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1162 OA
Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1160 OA
Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1159 OA
Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1276 OA
Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1149 OA
Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1148 OA
9. Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1147 OA
10. Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1146 OA
11.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1145 OA
12.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1142 OA
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13. Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1207 OA
14.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1140 OA
15.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1139 OA
16. Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1138 OA
17.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1137 OA
18.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1136 OA
19. Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1135 OA
20.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1134 OA
21.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1132 OA
22.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1130 OA
23.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1129 OA
24.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1128 OA
25.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1127 OA
26.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1126 OA
27.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1125 OA
28.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi ;' AD 1124 QA
29.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi.: AD 1123 QA
30.Mobil merk Daihatsu, No. PolisizAD, 1120°0A
31.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1165 OA
32.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD®074 OA
33. Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1077 OA
34.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1271 OA
35.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1268 OA
36. Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1090 OA
37.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1093 OA
38.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1095 OA
39. Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1094 OA
40.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1087 OA
41.Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1269 OA
42 .Mobil merk Daihatsu, No. Polisi : AD 1032 OA

Halaman 17 dari 86 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim



b. 28 (dua puluh delapan) unit Daihatsu Luxio Tahun 2022
Feeder LRT Palembang, sebagai berikut :

Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1649 IS
Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1651 IS
Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1652 IS
Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1655 IS
Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1656 IS
Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1660 IS
Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1455 OY
Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1434 OY
9. Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1446 OY
10.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1442 OY
11.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1459 OY
12. Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1969 OY
13.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1449 OY
14.Mobil merk Daihatsu warna meralj, No. Polisf'i : BG 1436 OY.
15.Mobil merk Daihatsu warna merah, Noi Polisi: BG 1457 OY
16. Mobil merk Daihatsu warna merahplNo. Polisi : BG 143_7 oY
17.Mobil merk Daihatsu warna merah, No.Polisi : BG 1458 OY
18.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1433 OY
19.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1453 OY
20.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1966 OY
21.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1971 OY
22.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1443 OY
23.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1452 OY
24.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1448 OY
25.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1456 OY
26.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1454 OY
27.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1970 OY
28.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1965 OY

© N o O bk b=

Halaman 18 dari 86 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim



c. 29 (dua puluh Sembilan) Unit Daihatsu Luxio Tahun 2022
Feeder Palembang Kota, sebagai berikut :
Mobil merk Daihatsu warna merah, No.Polisi : BG 1484 UK
Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1496 UK
Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1498 UK
Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1518 UK
Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1520 UK
Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1530 UK
Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1540 UK
Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1544 UK
9. Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1561 UK
10. Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1562 UK
11.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1624 |1A
12. Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1586 UK
13.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1593 UK
14.Mobil merk Daihatsu warna mefah, NogPalisi : BG 1595 UK.
15. Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisii: BG\1597 UK
16.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 16_03 UK
17.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1607 UK
18.Mobil merk Daihatsu warna merah,"No. Polisi : BG 1612 UK
19. Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1614 UK
20.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1624 UK
21.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1628 UK
22.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1629 UK
23.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1631 UK
24.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1636 UK
25.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1643 UK
26.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1645 UK
27.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1650 UK
28.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1764 UK
29.Mobil merk Daihatsu warna merah, No. Polisi : BG 1633 UK
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) ;
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5. Memerintahkan TERGUGAT untuk memberikan kepada

PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il pemenuhan hak atas jasa yang

telah diberikan kepada perseroan PT. TRANSPORTASI GLOBAL

MANDIRI selama masa kontribusi mereka, termasuk yang dapat

dianggap sebagai pesangon atau kompensasi. Hak ini didasarkan

pada komitmen perusahaan yang hingga saat ini belum diselesaikan,
meskipun kontribusi mereka telah memberikan dampak signifikan
terhadap perkembangan perusahaan sebelum pergantian direksi

. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk SEGERA membayar dan

menyelesaikan Gaji Direktur Utama bulan Juli untuk Bapak Suhanto

sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) beserta denda dan
finalty 3 persen per bulan.

6.1  Gaiji Direktur bulan Juli 2024 untuk Ibu Sari Mumpuni sebesar
Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) besertadenda dan
finaltinya.

6.2 Gaji Direktur Utama bulan Juli 2(_524 untuk -Bapak Suhanto:_
sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta‘rupiah) beserta denda
dan finaltinya \ : .

6.3 Talangan uang pribadi yang diberikan oleh lIbu Sari Mumpuni
untuk keperluan Pembelian seragam "dan pembayaran Listrik
dan lain lain.

6.4 Pengambilan uang pribadi oleh Bapak Drs. Asyari yang tercatat
dalam laporan keuangan perusahaan sebesar Rp
4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) sejak
tahun 2021 hingga tahun 2024, yang seharusnya dikembalikan
dan dibagi sebagai dividen kepada PENGGUGAT | dan
PENGGUAT II, dengan perbandingan 70 % untuk TERGUGAT
dan 30% untuk PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il ;

6.5 Pengembalian semua barang pribadi milik PENGGUGAT | dan
PENGGUGAT Il yang diakui sebagai inventaris perusahaan
oleh Tergugat;
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6.6 Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk melakukan
Pembayaran/pembelian saham Bapak Suhanto (Penggugat 1)
dan Ibu Sari Mumpuni (Penggugat |IlI) sebesar 30%
berdasarkan Surat Pernyataan dan Komitmen Penyerahan Aset
dan Proyek PT. TRANSPORTASI GLOBAL MANDIRI yang
yang dinyatakan dan ditandangani oleh Drs. ASYARI
(Tergugat) dan MUHAMMAD QAREZA QUALDI pada tanggal
12 Agustus 2024 yang tercantum pada poin ke 4 pada “Surat
Pernyataan dan Komitmen Penyerahan Aset dan Proyek PT.
TRANSPORTASI GLOBAL MANDIRI”,

7. Memerintahkan tergugat untuk menyelesaikan dan membayar

sebagaimana pada posita point 6.1 s/d point 6.6, Penggugat | dan
Penggugat Il minta kepada TERGUGAT segera diselesaikan dan
dibayarkan kepada PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Iitanpa harus
menunggu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukumg®
tetap, jika TERGUGAT tidak melaksanaka_'n dantidak mengindahkan:_
kewajibannya tersebut, maka PENGGUGAT I|idan PENGGUGAT I
akan menempuh jalur hukum Pidana dengan.membutka Iaporari_polisi;
. Memeritahkan kepada TERGUGAT untuk menjalankan kewajibannya
terkait hak — hak PENGGUGAT | dan "PENGGUGAT Il yang
sebelumnya telah menerima komitmen dari perusahaan bahwa
kontribusi mereka akan dihargai melalui pembelian saham masing-
masing sebesar 15%. Namun, karena komitmen tersebut tidak
dilaksanakan oleh direksi saat ini, maka permintaan dari
PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il adalah agar pembagian hak
mereka tidak lagi didasarkan pada proporsi saham, melainkan
dialihkan menjadi pembagian atas seluruh aset perusahaan dengan
komposisi 70% untuk perusahaan dan 30% untuk PENGGUGAT | dan
PENGGUGAT II;

. Memerintahkan TERGUGAT untuk menghentikan seluruh kegiatan

(status quo) di perseroan selama proses hukum perdata ini berjalan
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sampai dengan ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap
(inkracht van gewisjde) ;

10.Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom)
sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari, setiap hari
TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak
putusan mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisjde) ;

11.Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT |, TURUT TERGUGAT
I, TURUT TERGUGAT Ill, TURUT TERGUGAT IV, TURUT
TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI untuk tunduk dan patuh
pada putusan ini;

12.Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada
Tergugat;

13.Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voer bij

vorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi danfverzet .

SUBSIDAIR : )
Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat | dan
Penggugat 1l mohon diberikan putusan yang ‘seadil adilnya (ex aéquo et

bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat | dan Penggugat Il datang menghadap kuasanya Sabridanur,
S.H., dan Syahrul Rozi, S.H., sedangkan Tergugat datang menghadap
kuasanya Bionda Johan Anggara, S.E, S.H., M.M., dan Madioni Anggari,
S.H., M.M. Turut Tergugat | hadir Roimon Indiarko namun persidangan
selanjutnya tidak pernah hadir, Turut Tergugat Il hadir kuasanya Wahyu
Mutiya Artati, SH, dkk, Turut Tergugat Il hadir kuasanya Muhamad Igbal,
S.H., C.Med, dkk, Turut Tergugat IV hadir kuasanya FX. Sasadara Paska,
S.H, dkk, Turut Tergugat V tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakilnya yang sah, dan Turut Tergugat VI tidak hadir
atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang

sah;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Pihak, melalui Mediator
Non Hakim  Susy Tan, S.H., M.H., namun berdasarkan Laporan Hakim
Mediator tanggal 04 Maret 2025, ternyata upaya perdamaian para pihak tidak
berhasil, oleh karena itu dengan tetap membuka kesempatan kepada para
pihak untuk menempuh perdamaian, pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat
tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan

Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi dan Jawaban Terqugat

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT

1.1. Bahwa dalil Gugatan Pengugat perihalWanprestasi dengan
register perkara Nomor: 707/Pdt.Gf2024/PN.Jkt.Tim pada
halaman 4 (empat) tentang kronologi pada poin 7 (tujuh) yang
pada pokoknya menyatakan : “Bahwa PENGGUGAT | dan
PENGGUGAT Il menuntut kepada TERGUGAT untuk
memenuhi pemenuhan hak atas jasa yang telah diberikan
kepada perseroan PT. TRANSPORTASI GLOBAL MANDIRI
selama masa kontribusi mereka, termasuk yang dapat dianggap
sebagai pesangon atau kompensasi. Hak ini didasarkan pada
komitmen perusahaan yang hingga saat ini belum diselesaikan,
meskipun kontribusi mereka telah memberikan dampak
signifikan terhadap perkembangan perusahaan sebelum

pergantian direksi;
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1.2.

1.3.

1.4.

Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il pada
halaman 4 (empat) dan 5 (lima) tentang kronologi pada poin 8
(delapan) pada pokoknya menyatakan: PENGGUGAT | dan
PENGGUGAT Il mengirimkan surat kepada TERGUGAT
(Direktur Utama PT. TRANSPORTASI GLOBAL MANDIRI)
dengan permintaan yang belum dipenuhi oleh TERGUGAT
antara lain, pada tanggal 23 September 2023;
- 8.1 Gaji Direktur bulan Juli 2024 untuk Bapak Suhanto
sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 8.2 Gaji Direktur bulan Juli 2024 untuk Ibu Sari Mumpuni
sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas,
bahwa perkara aquo bukanlah Gugatan WANPRESTASI,
melainkan PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI)
berdasarkan Ketentuan Hukum antara lain :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahg'm 2003stentang Ketenaga
kerjaan; . w '
- Undang-Undang Nomor 11 Tahum2020 tantang Cipta Kerja;
- - Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Perselisihan
Hubungan Industrial (PHI);
Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 2
Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)
menegaskan bahwa perselisihan hak adalah perselisihan yang
timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan
pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
atau perjanjian kerja bersama. Perselisihan hak dalam
hubungan industrial terkait upah dan gaji adalah konflik antara
pekerja dan pengusaha karena perbedaan pendapat mengenai
Upah dimana PENGGUGAT | dan PENGGUGAT I
mempersoalkan Gaji Direktur bulan Juli 2024 untuk Bapak

Suhanto sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan
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Gaiji Direktur bulan Juli 2024 untuk Ibu Sari Mumpuni sebesar
Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga perselisihan
harus melalui proses bipartite dan apabila tidak mencapai
kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dapat dilanjutkan
ke jalur tripartit atau gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial
dengan adanya surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Disnakertrans);
Dengan demikian TERGUGAT berpendapat bahwa yang berwenang
Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo adalah Pengadilan
Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A
Khusus, BUKANLAH pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
2. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR
(ABSCUUR LIBEL).
Bahwa gugatan PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il dalam perkara aquo
adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel). Kekaburan dan ketidakjelasan
tersebut, TERGUGAT kemukakan berdasark_én alasan-alasan hukum:_
sebagai berikut : | L 1
1.1. PENGGUGAT | dan PENGGGUGAT Il "telah mendalilkan
gugatannya sebagaimana dalam gugatannya pada poin 3 (tiga)
halaman 3 (tiga) dan dipertegas pada“poin 15 (lima belas)
halaman 7 (tujuh) yang pada pokoknya menyatakan bahwa
PENGGUGAT | dan PENGGGAT Il mengajukan gugatan
Wanprestasi terhadap TERGUGAT tetapi bila dicermati
berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata
Indonesia yang menyebutkan: “Semua persetujuan yang di buat
secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya “ yang mana
Pasal 1338 ayat (1) tidak dapat memenuhi ketentuan ACTA
SUN SERVANDA dikarenakan tidak diterangkan Pihak Pertama
atau Pihak Kedua ataupun Para Pihak dan tidak disertai tanda
tangan oleh salah satu pihak sehingga terkesan hanya

kesepakatan sepihak;
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1.2.

1.3.

Bahwa di dalam Petitum (permintaan) gugatan disebutkan oleh
PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il agar TERGUGAT dalam
poin 6 (enam) halaman 14 (empat belas) untuk segera
membayar dan menyelesaikan Gaji Direktur Utama bulan Juli
untuk Bapak Suhanto sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh
Juta) beserta denda dan finalty 3 persen perbulan, sedangka
didalam penjelasan Posita tidak dijelaskan pengenaan denda
dan finalty 3 persen dasar hukumnya dari mana, apakah sudah
ada perjanjian kerja (PK) antara PENGGUGAT | dan
PENGGUGAT Il ke TERGUGAT dan apabila ada harus
dijelaskan secara konkrit dijelaskan dipasal berapa sehingga
ada kesesuaian antara Posita dan Petitum jika tidak ada maka
terjadi ketidakjelasan;

Bahwa di dalam Petitum (permintaan) gugatan disegbutkan oleh
PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il agar TERGUGAT dalam
poin 6.4 (enam itk empat) jalamangitsd, (lima belas)
mengembalikan uang sebesar [Rp. 4.700.000.000,~ (empat
milyar tujuh ratus juta rupiah) sejakistahun 2021 hinggaitahun
2024 yang seharusnya dikembalikan dan dibagi sebagai dividen
kepada PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il, dengan
perbandingan 70% untuk TERGUGAT (Bahwa berdasarkan
Akta Notaris No. 35 tanggal 24 Agustus 2020 dan Akta Notaris
No. 01 tanggal 12 Agustus 2024 pemilik saham 70% adalah
MUHAMMAD QAREZA QUALDI) dan 30% untuk
PENGGUGAT | dan PENGGUGAT II, hal ini tidak dijelaskan
didalam Posita gugatan apakah uang Rp. 4.700.000.000,-
(empat milyar tujuh ratus juta rupiah) merupakan setoran modal
bersama antara PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il dan juga
TERGUGAT atau uang tersebut milik pribadi dari TERGUGAT
sebagai modal awal supaya Perusahaan PT.TGM dapat
berjalan. Uang tersebut merupakan milik pribadi TERGUGAT

yang mana Bernama SDR.Drs. Asyari yang merupakan
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1.4.

1.5.

pengurus baru sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta
Notaris No. 01 tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat oleh
Notaris Sasmita, S.H, M.KN sehingga penempatan atau
pembagian terhadap uang tersebut sebagai dividen tidak tepat
atau mengada-ada karena bukan merupakan bentuk dari
keuntungan Perusahaan, hal ini berdasarkan Pasal 71
UUPT yang berbunyi sebagai berikut dalam Ayat 2 : Seluruh
laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan
kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan
lain dalam RUPS;

Bahwa di dalam Petitum (permintaan) gugatan disebutkan oleh
PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il agar TERGUGAT dalam
poin 8 (delapan) halaman 15 (lima belas) menyatakan PARA
PENGGUGAT telah memberikan kontribusi  terhadap
Perusahaan sehingga menuntut pe_'laksanaan saham masing-
masing 15%, didalam Posita tidak dijelaskan kontribusi apa
yang telah diberikan kepada Perusahaan oleh PENGGUGAT
dan PENGGUGAT Il selain kerugian dari tahun 2021 sampai
2024 dan adanya potensi perputaran®uang yang besar yang
tidak bisa dipertanggung jawabkan setelah diaudit oleh KAP
(Kantor Akuntan Publik) ............. tertanggal 23 November 2024
termasuk banyak asset-aset yang mangkrak dikarenakan ide
atau visi bisnis PENGGUGAT | dan PENGGGUGAT Il yang
tidak tepat sasaran sehingga merugikan perusahaan dengan
nilai yang besar, yang seharusnya Perusahan mendapatkan
keuntungan malah sebaliknya perusahaan mendapatkan
kerugian.

Bahwa di dalam Petitum (permintaan) gugatan disebutkan oleh
PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il agar TERGUGAT dalam
poin 4 (empat) halaman 14 (empat belas) dinyatakan ingkar janiji

(Wanprestasi) tetapi di Positanya menceritakan tentang
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Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) tentang perselisihan
Hak dan Perselisihan Kepentingan seperti tertera dalam poin 7
(tujuh), 8 (delapan) dan 10 (sepuluh) halaman 5 (lima) yang
mana perkara dalam pemberian Pesangon atau kompensasi
tidak masuk dalam Surat Pernyataan dan Komitmen PT.TGM
pada tanggal 12 Agustus 2024 sehingga PENGGUGAT | dan
PENGGUGAT Il menceritakan diluar konteks Surat Pernyataan
yang menjadi focus dalam gugatan Wanprestasi ini, sehingga
menambah atau memperkuat bahwa tidak ada kesesuaian
antara Posita dan Petitum;
Bahwa PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il tidak cermat dalam membuat
atau merumuskan isi gugatan karena suatu gugatan bisa dikatakan kabur
(obscuur libel), menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum
Acara Perdata (hal 449-451) setidaknya memenuhi unsur-unsur sebagai
berikut :
a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan,
b. Tidak jelasnya objek sengketa, dan
c. Petitum tidak jelas. : :
Dengan demikian dalil-dalii PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il terhadap
diri TERGUGAT adalah dalil gugatan yang kabur dan'tidak berdasar. Karena
itu gugatan PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il sudah seharusnya
dinyatakan tidak diterima, dimana dalil gugatan saling bertentangan, Maka
gugatan PENGGGUGAT | dan PENGGUGAT Il tidak memenuhi syarat
formil, sehingga seharusnyalah gugatan PENGGUGAT | dan PENGGUGAT
[l dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand).
3. PENGGUGAT | DAN PENGGUGAT Il TIDAK MEMILIKI LEGAL

STANDING (PERSONA STANDIN IN JUDICO);

3.1. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il dapat
dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak memiliki kedudukan
hukum dalam mengajukan gugatan a quo, selain dari pada hal
tersebut juga ditemukan bahwa Perkara yang diajukan oleh
PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il sama sekali tidak terdapat
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3.2.

hubungan hukum yang kongkrit terhadap TERGUGAT diatas,

salah satu objek yang disengketakan pada benda tidak

bergerak oleh PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il dimana
dalil-dalil tersebut terdapat dalam Petitum pada poin 3.1.a (tiga
titik satu titik a) halaman 11 (sebelas) sebagai berikut: dalam

Petitum dimana PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il meminta

dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) yang mana atas

sebidang tanah dari Sdr. SUKASNO yang telah dijadikan tanah
dan bangunan pool feeder Solo Trans Solo yang berkedudukan

di Desa Ingasredjo Kalikebo Plesungan Gondangredjo Karang

Anyar, Jawa Tengah, sementara tanah dan bangunan tersebut

belum lunas sehingga masih atas nama Sdr. SUKASNO (diluar

Para Pihak yang bersengketa);

Bahwa oleh karena PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il bukan

pemilik objek perkara termasuk TERGUGAT bukan sebagai

pemilik juga, maka sudah seharug'snya PENGGUGAT | dan:_

PENGGUGAT Il tidak meminta| objek perkara sebagai dari

Petitum dan dengan demikiant, PENGGUGAT " lmdan

PENGGUGAT Il terbukti tidak memilikiy hubungan hukum

dengan objek perkara. Dengan demikian" FERGUGAT memohon

agar Gugatan PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT Il ditolak atau
setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet

Ontvankelijk Verklaard). Hal ini sesuai dengan:

1) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/SIP/1971,
yang menyatakan: “Gugatan harus diajukan terhadap pihak-
pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum.”

2) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Rl No. 639
K/SIP/1977, yang menyatakan: “Bila salah satu pihak dalam
suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek
perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat

diterima.
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Bahwa dengan demikian sangatlah beralasan jika Majelis Hakim

mempertimbangkan Eksepsi TERGUGAT yang berkaitan dengan kedudukan
hukum PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il dalam Mengajukan Gugatan

dan menerima dan atau mengabulkan eksepsi TERGUGAT terkait dengan

Legal Standing (Kedudukan Hukum) dalam mengajukan gugatan yang
dilakukan oleh PENGGUGAT | dan PENGGUGAT II;
4. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM
LITISCONSORTIUM);

4.1.

Bahwa gugatan PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT Il cacat
formil karena Pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT tidak
lengkap, yaitu PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il tidak
menarik PT. BAHANA SELARAS ALAM yang merupakan
bagian dari pelaksanaan Surat Pernyataan dan Komitmen
Penyerahan Aset dan Proyek PT. TGM yang merupakan objek
sengketa yang di permasalahkan oleh PENGGUGAT | dan
PENGGUGAT Il pada poin 1 (satu)_' halaman 1. (satu) “Apabila:_
sudah selesai Proses Pengurusan perubahan “kedudukan
Direktur Utama dan Komisaris Utama, PT. TRANSPORATASI
GLOBAL MANDIRI melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, Direktur"Jendral ADMINISTRASI
HUKUM UMUM, maka kami akan :@ Menyerahkan Proyek
Kerjasama Pengangkutan Batubara yang tertuang dalam
Kontrak No. 027/BSA-LL/XI/2023, sebagaimana telah diubah
melalui ADDENDUM 1 No. 030/BSA-LGL/X1/2023 tertanggal 30
November 2023 dan ADDENDUM Il No. 008/BSA-LGL/III/2024
tertanggal 19 Maret 2024 antara PT BAHANA SELARAS ALAM
dengan PT TRANSPORTASI GLOBAL MANDIRI kepada PT
PUTRI ALAM SARI, atas persetujuan PT BAHANA SELARAS
ALAM 7, gugatan yang demikian tidaklah memenuhi syarat
formil gugatan, maka demi hukum gugatan a quo patut

dinyatakan tidak dapat diterima;
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4.2.

4.3.

Bahwa gugatan PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il cacat
formil karena Pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT tidak
lengkap, yaitu PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il tidak
menarik Sdr. SUKASNO yang merupakan pemilik sebidang
tanah dengan SHM No0.104/ Plesungan seluas 1000 M2 yang
menjadi Obyek Perkara dalam Surat Pernyataan dan Komitmen
tanggal 12 Agustus 2024 pada poin 4 (empat) halaman 2 (dua)
sebagai pihak dalam perkara a quo dan hal ini tercantum dalam
Petitum PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il pada poin 3.1.a
(tiga titik Satu titk a) halaman 11 (sebelas) dimana
PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il meminta dilakukan sita
jaminan (conservatoir beslag) yang mana tanah dari Sdr.
SUKASNO telah dijadikan tanah dan bangunan pool feeder
Solo Trans Solo yang berkedudukan di DesaIngasredjo
Kalikebo Plesungan Gondangredjo Karang Anyar, Jawa
Tengah, dan tanah juga bangun_én tersebut belum lunas
sehingga masih atas nama Sdr. SUKASNO, gugatan yang
demikian tidaklah memenuhi syarat fermil gugatan, makasdemi

hukum gugatan a quo patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian diatas, maka telah terbukti secara nyata
Gugatan a quo kekurangan pihak sehingga TERGUGAT
memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
agar berkenan untuk menolak Gugatan a quo (weigeren) atau
setidak tidaknya menyatakan Gugatan a quo tidak dapat
diterima (niet ontvanklijk verklard). Hal ini sejalan dengan aturan
hukum yang berlaku, yaitu :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya No.
201/K/SIP/1974 Tanggal 26 Januari 1976 yang menekankan
bahwa “suatu Gugatan yang tidak lengkap para pihaknya,
dengan pengertian masih terdapat orang atau badan hukum

lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka
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Gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima (niet
ontvanklijk verklard)”.

- Bahwa hal ini telah menjadi dasar Mahkamah Agung RI
dalam putusannya No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober
1975 yang menegaskan: “Gugatan kurang pihak atau tidak
lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak
diterima”;

- Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkama Agung RI
Nomor 1421 K/ Sip/ 1972 Tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:
‘Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena
kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat,
akan tetapi belum digugat”.

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2752
K/Pdt/1983  tanggal 12 Desember 1984  dalam
pertimbangannya disebutkan: “Secara formil harus ikut
digugat pihak ketiga dari siapa zfanah terperkara di peroleh:_
oleh tergugat”. \

Bahwa dengan demikian oleh karna pihak yangsdigugat ternyata 'kurang

maka sangat beralasan hukum apabila gugatan PENGGUGAT | dan
PENGGUGAT Il dinyatakan tidak dapat diterima (nietentvankelijk verklaard);
5. GUGATAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM;

5.1.

Bahwa di dalam Petitum (permintaan) gugatan disebutkan oleh
PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il agar TERGUGAT dalam
poin 6 (enam) halaman 14 (empat belas) untuk segera
membayar dan menyelesaikan Gaji Direktur Utama bulan Juli
untuk Sdr. Suhanto sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta)
beserta denda dan finalty 3 persen perbulan, sedangka didalam
penjelasan Posita tidak dijelaskan pengenaan denda dan finalty
3 persen dasar hukumnya dari mana, apakah sudah ada
perjanjian kerja (PK) antara PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT
Il dengan TERGUGAT dan apabila ada harus dijelaskan secara

konkrit dijelaskan dipasal berapa sehingga ada kesesuaian
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antara Posita dan Petitum jika tidak ada maka terjadi
ketidakjelasan;
Bahwa memperhatikan uraian dalil Posita dan Petitum PENGGUGAT | dan
PENGGUGAT |l tersebut jelas membuktikan bahwa Tuntutan pengenaan
denda dan finalty 3 persen yang tidak dirinci dan tidak berdasarkan hukum
dan fakta.
Oleh karena gugatan PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il tersebut
mendalilkan Tuntutan pengenaan denda dan finalty 3 persen yang tidak
dirinci berdasarkan hukum dan Fakta, maka patut dinyatakan bahwa
Gugatan tidak memiliki dasar hukum dan patut ditolak atau setidak-tidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);
6. KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT (Exceptio
Error in Persona);
6.1. Bahwa PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il dalamiGugatannya

telah keliru dalam menarik TURUT TERGUGAT I, TURUL&

TERGUGAT Il, TURUT TERGUGA 7_'_'III, TURUT TERGUGAT IV,
TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI, Sebagai
TURUT TERGUGAT. Gugatarn 'PEN_GGGUGAT 7__ dan
PENGGUGAT Il tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya
dilibatkan dalam gugatan atau pihak yang ditarik dalam gugatan
tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan
atau masuk dalam pihak dalam Surat Pernyataan, dan
Komitmen Penyerahan Aset dan Proyek PT. Transportasi
Global Mandiri pada Tanggal 12 Agustus 2024 yang menjadi
obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT |
dan PENGGUGAT II.
Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara
Perdata Tentang “Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan
Putusan Pengadilan mengklasifikasikan error in persona adalah sebagai
berikut : Halaman 22 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor
106/Pdt.G/2022/PN Pal Diskualifikasi in Person, yang terjadi apabila yang
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bertindak sebagai PENGGUGAT adalah orang yang tidak memenuhi syarat
(diskualifikasi) karena PENGGUGAT dalam kondisi berikut:

a)

b)

Tidak mempunyai hak untuk mengqugat perkara yang
disengketakan sebab Gugatan diajukan oleh pihak yang
tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak.

Salah sasaran pihak yang digugat. Adanya kesalahan dalam
bentuk menarik orang sebagai tergugat keliru (gemis
aanhoeda nigheid). Bahwa TURUT TERGUGAT I, TURUT
TERGUGAT Il, TURUT TERGUGAT Ill, TURUT
TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V dan TURUT
TERGUGAT VI dapat menyatakan bahwa dirinya sama
sekali tidak terlibat dalam perkara yang diajukan oleh
PENGGUGAT | dan PENGGUGAT II, hal mana dapat
dibuktikan dengan bukti Surat Pernyataan, Dam Komitmen
Penyerahan Aset Dan Proyek PT. Transportasi Global
Mandiri pada Tanggal 12 Agustu_'s 2024qyang menjadi obyek:_
sengketa dan pengajuan saksi-saksi. Jadi, penempatan
TURUT TERGUGAT sebagaiwIURUT" TERGUGAT I,
TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT Ill, TURUT
TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V dan TURUT
TERGUGAT VI dalam perkara tersebut jelas-jelas keliru dan
menyebabkan gugatan menjadi error in persona. Dengan
kata lain, PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il telah
melakukan kekeliruan fatal dengan mengikutsertakan
TURUT TERGUGAT | S/D TURUT TERGUGAT VI dalam

perkara a quo;

6.2.Berdasarkan uraian diatas, maka telah terbukti secara nyata

Gugatan a quo error in persona sehingga TERGUGAT
memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara
ini agar berkenan untuk menolak Gugatan a quo (weigeren).
Hal ini sejalan dengan adanya yurisprudensi hukum yang

berlaku, yaitu :
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- Putusan Mahkamah Agung No. 1270 K/Pdt/1991, tanggal 30
November 1993 yang menyatakan: “Suatu perjanjian
kerjasama sesuai dengan ketenftuan Pasal 1340
KUHPerdata, hanya mengikat kepada mereka yang
membuatnya dan keliru untuk melibatkan pihak-pihak

Bahwa dengan demikian mengklasifikasikan error in persona salah satunya

adalah dimana PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il salah sasaran Pihak

yang digugat merupakan adanya kesalahan dalam bentuk menarik instansi/
orang yaitu, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI DIREKTORAT

JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, selaku "TURUT TERGUGAT I"

KEPALA BALAI LRT SUMATERA SELATAN, selaku "TURUT TERGUGAT

1", KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG, selaku "TURUT

TERGUGAT lll", KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURAKARTA,

selaku TURUT TERGUGAT V", Kantor Notaris Susi Aprillina, SH, M.Kn.g=

selaku "TURUT TERGUGAT V" dan Kantor N_btaris SASMITA,SH M.Kn,:_
selaku "TURUT TERGUGAT VI". Adalah kelitu (gemis aahhoeda. nigheid)
karena tidak masuk sebagai pihak dalam Surat Pernyataan, dan Koh_vitmen

Penyerahan Aset dan Proyek PT. Transportasi Global Mandiri pada Tanggal

12 Agustus 2024 yang menjadi obyek permasalahan dan serta merta

menyatakan bahwa Objek Jaminan dalam perkara aquo sebagaimana dalam

gugatan Penggugat perkara aquo pada halaman 11 (sebelas), 12 (dua
belas), 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) TIDAK MEMPUNYAI KORELASI

HUKUM oleh karena itu gugatan PENGGUGAT | dan PENGGUGAT II

adalah Cacat Formil sehingga gugatan tidak dapat diterima atau putusan

Niet Ontvankelijke Verklaard (putusan NO) dan mohon Putusan Sela.

B. DALAM POKOK PERKARA

TERGUGAT mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI diatas

dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan DALAM POKOK PERKARA

ni.
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Bahwa pada prinsipnya, TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-
dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, Kecuali dalil-dalil yang
Secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

1. TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan
PENGGUGAT | dan PENGGUGAT IlI, kecuali yang kebenarannya
diakui secara tegas oleh TERGUGAT;

2. Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT |
dan PENGGUGAT Il yang tidak berkaitan dengan diri TERGUGAT;

3. Bahwa TERGUGAT mencermati dalil dari PENGGUGAT | dan
PENGGUGAT Il pada poin 1 (satu) halaman 2 (dua) merupakan suatu
kekeliruan bahwa PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il mengakui
mereka merupakan Pendiri PT. TGM berdasarkan akta Pendirian
perusahaan Nomor 35 tanggal 24 Agustus 2020, haltini perlu di
verifikasi dengan akta pendirian, dan harus di verifikasi tidak ada
penyertaan Modal yang tertera dala_)n akta®mpendirian, baik:_
PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il diipercayakan oleh TERGUGAT
untuk menjalankan Perusahaan PT. % IGM.““Perlu dipahami
TERGUGAT dalam hal ini SDR. ASYARI yang merupakan pengurus
baru PT. TGM berdasarkan Akta Notaris No*0T Tanggal 12 Agustus
2024 dalam mendirikan perusahaan PT. TGM menggunakan dana
pribadi dimana semua aset colletral (3 Rumah dengan nilai appraisal
Bank sebesar Rp.+/- 35 Milyar) TERGUGAT diagunkan di Bank untuk
investasi di PT. TGM yang kemudian TERGUGAT menyetorkan
kepada perusahaan untuk kepentingan jalannya perusahaan tanpa
adanya keterlibatan dari pihak PENGGUGAT | dan PENGUGAT II
sehingga tidak ada aset pribadi yang merupakan hak milik dari
PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il di dalam PT. TGM. Akibat dari
investasi TERGUGAT di PT. TGM dan tidak adanya profit
(Keuntungan) yang di berikan kepada TERGUGAT maka TERGUGAT
harus menanggung beban kredit yang akan berakhir ditahun 2027 dan
2028;

Halaman 36 dari 86 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim



4. Bahwa TERGUGAT mencermati dalil dari PENGGUGAT | dan
PENGGUGAT Il pada poin 3 (tiga) dan 13 (tigabelas) halaman 3 (tiga)
dan 6 (enam) merupakan suatu kekeliruan bahwa sejak RUPS tanggal
25 Juli 2024 baik PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il tidak diberikan
akses apapun kepada Perusahaan padahal dalam hal ini
PENGGUGAT Il masih pengurus Perseroan di PT. TGM sehingga
hubungan keluarga antara PENGGUGAT | dan PENGGUGAT |l tidak
sulit untuk mendapatkan akses kedalam PT. TGM. Terkait komitmen
pembelian saham yang diatur dalam Surat Komitmen tanggal 12
Agustus 2024, TERGUGAT dapat menjalankan komitemennya untuk
memproses transaksi pembelian saham PENGGUGAT | dan
PENGGUGAT Il, adapun langkah-langkah terkait transfer kepemilikan
aset (unit bus dan tanah pool) yang PENGGUGAT | dan
PENGGUGAT Il sebutkan dapat TERGUGAT persiapkani(itikad baik),
termasuk koordinasi dengan Notaris yang bersangkutan untuk
penyusunan akta yang diperlukan, nal_7'7un PENGGUGAT | dan:_
PENGGUGAT Il harus ketahui tidak ada komitmen diwajibkan kepada
TERGUGAT untuk membayar tanah pool yang terhttang kisaian Rp.
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maka itu adalah tanggung jawab
PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il. TERGUGAT pun dapat
menjalankan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 12 Agustus 2024
Jjika PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il memenuhi permintaan untuk
dikembalikan asset PT. TGM atas kompensasi kesepakatan dengan
Penggugat | dan Penggugat Il sehinggga terciptanya win-win solution ,
yaitu :

a) Cek Bank Mandiri atas nama PT. TGM;

b) Satu buah Mobil Alphard (Asset PT.TGM);

c) +/- 57 set kursi mobil Luxio (Palembang);

d) 40 unit kamera cctv mobil Luxio. (Solo);

e) Uang sebesar Rp. 240.000.000,- (ddua ratus empat puluh juta

rupiah) (Uang pinjaman untuk tambang);

Halaman 37 dari 86 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim



5. Uang sebesari Rp.16 Juta (dari Rp.45 juta uang sewa lapak kantor
pusat dimana Rp. 16 juta dibayar dengan cara menggunakan dana PT.
TGM hasil sewa tidak ada kaitannya dengan PT. TGM); Bahwa
TERGUGAT mencermati dalil dari PENGGUGAT | dan PENGGUGAT
Il pada poin 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) , 7 (tujuh), 8 (delapan),10
(sepuluh) dan 11 (sebelas) halaman 3 (tiga), 4 (empat) dan 6 (enam)
merupakan suatu kekeliruan dan mengada-ada tidak berdasarkan
kenyataan yang mengatakan bahwa TERGUGAT tidak mempunyai
kontribusi terhadap jalannya Perusahaan, perlu di pahami bahwa
TERGUGAT merupakan Founder atau pemilik Perusahaan PT. TGM
Sdr. Drs. Asyari bersama Sdr. Muhammad Qareza Qualdi sehingga
mempunyai mayoritas saham sebesar 70% dari penyertaan modal
secara pribadi keperusahaan PT. TGM menggunakan dana pribadi
TERGUGAT dimana semua aset colletral (3 Rumah @engan nilai
appraisal Bank sebesar Rp.+/- 35 Milyar) TERGUGAT diagunkan di
Bank untuk investasi di PT. TGM yal_;:g kemudian TERGUGAT
menyetorkan kepada perusahaan untuk kepentingan jalannya
perusahaan tanpa adanya penyertaan modal.dari pihak PENGGUGAT
I dan PENGGUAT I, jadi sangat wajar jika | RENGGUGAT | dan
PENGGUGAT Il untuk berkerja secara sungguh-sungguh dalam
mengembangkan Perusahaan apalagi Perusahaan memberikan
sejumlah gaji yang besar perbulan kepada PENGGUGAT | dan
PENGGUGAT Il sebesar Rp. 50 juta perbualan masing-masingya,
apalagi TERGUGAT dengan tulus dan niat baik memberikan saham
masing-masing kepada PENGGUAT | dan PENGGUGAT Il berupa
saham sebesar 15% (lima belas persen) tanpa terlebih dahulu
PENGGGUGAT | dan PENGGGUGAT Il menunjukkan kinerja yang
baik terhadap perusahaan.

Namun kebaikan yang dilakukan TERGUGAT tidak sebanding dengan

hasil atau kinerja yang dilakukan oleh PENGGUGAT | dan PENGGUGAT

Il, bahwa sejak tahun 2020 hingga bulan Juli 2024 dalam berkerja tidak

memberikan perkembangan yang baik atau signifikn terhadap majunya
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Perusahaan dan selalu melaporkan kepada TERGUGAT Perusahaan
dalam kondisi rugi terus tanpa dilaksanakan RUPS meskipun
TERGUGAT selelu meminta untuk dilaksanakan RUPS. Sehingga
TERGUGAT mencapai puncak kekecewaan dengan meminta
PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il memberikan laporan keuangan
perusahan PT. TGM, meskipun telah dimintakan berkali-kali oleh
TERGUGAT namun PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il tidak
menanggapinya, bahkan TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT |
dan PENGGUGAT Il untuk melakukan Rapat RUPS PT. TGM namun
tidak pernah terealisasi oleh PENGUGAT | dan PENGGUGAT II, dengan
beralasan perusahan PT. TGM selalu merugi dan PENGGUGAT | dan
PENGGUGAT Il selalu meminta penambahan modal kepada
TERGUGAT. Dengan alasan yang tidak resional dan berlarut-larut dari
PENGGGUGAT | dan PENGGUGAT II, selanjutnya TERGUGAT berkirim
Surat secara resmi sebanyak 3 kali kepada PENGUGAT | dan
PENGGUAT Il untuk segera me/aksanakar_i RapatdRUPS PT. TGM.:_
Sehingga pada tanggal 2 Agustus 2024, PENGGUGAT Il; menyampaikan
surat kepada PT. TGM yang pada poin 7 menyatakan mengguridurkan
diri sebagai Direktur PT. TGM, sehingga dengan semua kejanggalan
yang terjadi terhadap jalannya PT. TGM maka*FERGUGAT berinisiatif
melakukan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) tahun
2023, tertanggal 12 November 2024, sehingga ditemukan potensi
perputaran uang perusahaan PT TGM sekitar Rp 11.000.000.000,00
(sebelas miliar rupiah) selama dijalankan oleh PENGGUGAT | dan
PENGGUGAT Il yang harus dipertanggungjawabkan;

. Bahwa TERGUGAT mencermati dalil dari PENGGUGAT | dan

PENGGUGAT Il pada poin 9 (sembilan) halaman 5 (lima) merupakan
suatu kekeliruan bahwa wanprestasi merupakan domain dalam hukum
perdata (privat) sehingga dalam perkara ini Wanprestasi secara umum
dapat diartikan sebagai kondisi di mana salah satu pihak dalam sebuah
perjanjian tidak memenuhi kewajibannya atau sah atau tidaknya

perjanjian kedua belah pihak. Dengan demikian, suatu perkara yang
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diawali dengan adanya hubungan keperdataan, seperti perjanjian, dan
perbuatan yang menyebabkan perjanjian tersebut tidak dapat
dilaksanakan terjadi setelah perjanjian tersebut dibuat, maka perkara
tersebut adalah perkara perdata dan bukan perkara pidana. Hal ini
sejalan dengan Yurisprudensi Mahakamah Agung No. 4/Yur/Pid/2018 :
“para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat
secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam
ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad
buruk/tidak baik.”

. Bahwa PENGGUGAT | dan PENGGUAT Il telah mendalilkan gugatannya
sebagaimana dalam gugatannya pada poin 3 (tiga) halaman 3 (tiga) dan
dipertegas pada poin 15 (limabelas) halaman 7 (tujuh) yang pada
pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT | dan PENGGUGAT I
mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap TERGUGAT fpada Surat
Pernyataan, dan Komitmen Penyerahan Aset dan Proyek PT;:
Transportasi Global Mandiri pada Tanggal 12 Agustus 2024 yang menjadi
obyek permasalahan tetapi bila dicermati berdasarkan ketentuan Pasal
1338 ayat (1) KUHPerdata Indonesia yang,.menyebutkan: ““Semua
persetujuan yang di buat secara sah sesuai dengan undang-undang
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya “ yang
mana Pasal 1338 ayat (1) tidak dapat memenuhi ketentuan ACTA SUN
SERVANDA dikarenakan tidak diterangkan Pihak Pertama atau Pihak
Kedua ataupun Para Pihak dan tidak disertai tanda tangan oleh salah
satu pihak yang ada hanya dari Pihak TERGUGAT saja sehingga
terkesan hanya kesepakatan sepihak.

Bahwa memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) Pasal 1313 menyatakan suatu perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhnadap satu orang lain atau lebih, maka berdasarkan Pasal 1313
KUHPerdata tersebut, maka Surat Kesepakatan Tanggal 12 Agustus
2024 tidak memenuhi nilai Pasal 1313 KUHPerdata, dengan demikian
gugatan Wanprestasi PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il perkara a quo

Halaman 40 dari 86 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim



sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo untuk
menolak dalil-dalii PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il tersebut, dan
setidak-tidaknya untuk tidak dapat diterima;

. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas Posita atau dalil poin 19
(sembilan belas) dan 22 (duapuluh dua) pada halaman 7 (tujuh) dan 11

(sebelas) Gugatan yang menyatakan sebagai berikut: Para
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur
melalui Majelis hakim yang memeriksa untuk menghukum TERGUGAT
membayar uang paksa (dwangsom) sebesar yaitu sebesar Rp.
3.000.000,- (tiga juta) setiap harinya ... dst.” Bahwa dalil tersebut
merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum. Sebab
berdasarkan Putusan MA No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973
menyatakan bahwa “uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap
Tindakan untuk membayar uang.
Menurut doktrin hukum Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya Hukum
Acara Perdata, Badan Pembinaan Hukum Na_éional, Penerbit Bina Cipta,:_
Catatan Ketiga, Bandung, Maret 1989, halaman 133 disebutkan: “uang
paksa hanyalah diperlukan terhadap suatusdiktum™~yang tideil_< bisa
diwujudkan tanpa bantuan si Tergugat/si Terhukum, misalnya
penghukuman membuat sebuah lukisan, penghuktiman membuat suatu
perhitungan tanggung jawab dan lain sebagainya” Namun dalam perkara
in casu, PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il dalam Petitumnya meminta
sejumlah uang kepada TERGUGAT dengan nilai masing-masing
Rp.50.000.00,- (lima puluh juta rupiah) yang dibarengi dengan
permintaan pembayaran uang paksa kepada TERGUGAT sebesar Rp
3.000.000 (tiga juta rupiah). Dengan demikian, sudah jelas permintaan
uang paksa (dwangsom) haruslah ditolak karena tidak dapat dibarengi
dengan permintaan ganti rugi berupa pembayaran sejumlah uang;
9. Bahwa atas dalil PENGGGUGAT | dan PENGGUGAT Il pada poin 20
(dua puluh) halaman 8 (delapan) yang memohon supaya dilakukan
sita jaminan terhadap asset Perusahaan dan asset pribadi

TERGUGAT termasuk asset milik orang lain sebagai Objek Jaminan
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dalam gugatan PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il perkara a quo,
adalah tidak mempunyai relevansi hukum dan semata-mata
PENGGUGAT | dan PENGGUAT Il memaksakan kehendaknya untuk
memiliki benda bergerak dan tidak bergerak dengan melakukan
alasan-alasan yang tidak berdasarkan hukum, maka dengan ini
TERGUGAT menyatakan secara tegas, bahwa alasan tersebut tidak
dapat diterima, karena TERGUGAT sudah menjelaskan sebagaimana
yang telah diuraikan oleh TERGUGAT pada jawaban diatas termasuk
dasar hukum terkait pemisahan harta pribadi dan perusahaan dalam
Perseroan Terbatas (PT) adalah UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (UU PT). UU PT mengatur bahwa PT merupakan
perusahaan yang memiliki kesatuan hukum yang terpisah dari pendiri
atau pemegang sahamnya yang dimaksud adalah asset pribadi
TERGUGAT pada Petitum poin 3.1.c (tiga titik satu titik g)*halaman12
(dua belas) yaitu tanah dan bangunan di jalan Duren Tiga Selatan
No.1 b Rt.009/002 yang beralamat dikell_jrahan Kalibata-Kecamatan:_

Pancoran Jakarta Selatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT kemukakan'_dalam
eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan
PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il dinyatakan*ditolak karena tidak

berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT mohon dengan hormat

kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a

quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

Menolak gugatan PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il untuk
seluruhnya terhadap TERGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan
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gugatan PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il terhadap TERGUGAT
tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il untuk membayar

biaya perkara;

SUBSIDER :
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a
quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat Il
mengajukan jawaban sebagai berikut:
Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat Il
Bahwa sebelum TURUT TERGUGAT Il menguraikan intisari Jawaban atas
Gugatan PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT Il merasa (perlu untuk
menyampaikan beberapa hal yang menjadi poin penting dalam Jawaban
TURUT TERGUGAT II. :
Bahwa perlu dipertanyakan terlebih dahulu oleh ‘Majelis| Hakim yang

memeriksa dan memutus Perkara a quo bahwa'apakah PENGGUGATukdan
PENGGUGAT Il memang benar adalah bagian dari PT. Transportasi Global
Mandiri, sebagaimana Para Penggugat sampaikan dalam Gugatan Perkara a
quo. karena faktanya PARA PENGGUGAT dalam gugatannya tidak
menyampaikan tanda bukti sebagai Direktur Utama dalam Perkara a quo
dimaksud.

Bahwa PARA PENGGUGAT telah keliru menarik TURUT TERGUGAT Il
dalam hal ini Balai Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan dalam perkara
a quo,karena pada dasarnya tidak ada keterkaitan langsung antara Gugatan
Para Penggugat dengan TURUT TERGUGAT II.

Bahwa perlu TURUT TERGUGAT Il jelaskan kepada Majelis Hakim yang

memeriksa perkara a gou, hubungan antara PT. Transportasi Global (in

casu Terqugat) dengan Turut Terqugat Il adalah hubungan antara

pemberi kerja dan penyedia jasa dalam ini Paket Pekerjaan Jasa Lainya

Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalanan di Kawasan
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Perkotaan Dengan Skema Pembelian Layanan Feeder LRT Sumatera

Selatan _di_Palembang melalui ___penggadaan barang dan jasa (e-

purchasing) vyang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

2018 tentang Barang jasa sebagaimana telah dirubah Peraturan

Presiden Nomor 12 Tahan 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 20218 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

Bahwa perlu Majelis Ketahui bersama, Paket Pekerjaan Jasa Lainya
Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalanan di Kawasan Perkotaan
Dengan Skema Pembelian Layanan Feeder LRT Sumatera Selatan di
Palembang melalui penggadaan barang dan jasa (e-purchasing) (Perpres
16/2018) diperlukan, guna mendukung in terkoneksi antar moda transportasi
diwilayah kota Palembang antara angkutan massal berbasigijalan raya
dengan angkutan massal Light Rail Transit (LRT) Palembang guna untuk
memberikan kemudahan masyarakat dalam# mengunakan 'transportasi
umum, dimana secara langsung berdampak: besar ‘untuk®meningkatakan
perekonomian masyarakat, mengurangi pengguna_kendaran pribadigdan
membantu mengurangi emisi gas buang kendarami guna mendukung
program kerja Pemerintah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TURUT TERGUGAT Il
memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini
menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya atau
setidak-tidaknya Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Bahwa TURUT TERGUGAT Il dengan ini menyampaikan Jawaban atas
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum vyang diajukan oleh PARA
PENGGUGAT, yakni sebagai berikut:

Catatan:

A. DALAM EKSEPSI:
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.PENGGUGAT TELAH KELIRU MENARIK KEPALA BALAI LIGHT
RAIL TRANSIT (LRT) PALEMBANG DALAM PERKARA A QUO

(EXCEPTIO ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa TURUT TERGUGAT Il menolak dalii PARA PENGGUGAT
dalam posita Gugatannya halaman 3 angka 4 yang pada intinya
menyebutkan bahwa kegiatan pada in casu TERGUGAT adalah
kontribusi PARA PENGGUGAT, sebagaimana dalil Gugatan PARA
PENGGUGAT yang menyatakan sebagai berikut:

“ bahwa perlu diketahui, seluruh proyek-proyek yang masuk kedalam
Perseroan PT. TRANSPORTASI GLOBAL MANDIRI, Terutama yag
berasal dari Dinas Perhubungan Kota Palembang serta Balai LRT
Sumatera Selatan adalah. hasil Kontribusi besar dan Upaya keras
dari PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il sehingga | Perusahaan
dapat betjalan dengan baik dan mencapai hasil yang signifikan,dan
pada saat itu kondisi TERGUGAT [tidak ada Konstribusi yang
signifikatan.....” '

2. Bahwa Objek Sengketa bukanlah merupakan perikatan antara PT.
Transportasi Global Mandiri (in casu Tergugat)y)dengan PARA TURUT
TERGUGAT termasuk dalam hal ini TURUT TERGUGAT II, akan
tetapi perkara a qou adalah persengketaan antara PARA
PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

3. Bahwa oleh karena itu, sangatlah keliru apabila PARA PENGGUGAT
menarik Balai LRT Pelambang sebagai TURUT TERGUGAT Il dalam
perkara a quo, karena TURUT TERGUGAT Il tidak memiliki
kepentingan hukum terhadap Objek Sengketa.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dikarenakan PARA
PENGGUGAT telah keliru menarik Balai LRT Pelambang sebagai
TURUT TERGUGAT Il dalam perkara a quo karena PARA
PENGGUGAT tidak memiliki kewenangan serta kepentingan hukum
atas Objek Sengketa, sehingga patut dan sewajarnya Majelis Hakim

yang Mulia mengabulkan Eksepsi Error in Persona yang diajukan
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TURUT TERGUGAT Il dan selanjutnya menolak Gugatan

Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan

gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Il. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL

1.

STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO.

Bahwa pokok permasalahan dalam perkara a qou adalah ketidak

puasan PARA PENGGUGAT atas pengantian kedudukan sebagai

Direktur Utama pada PT.Transportasi Global Mandiri yang

dilaksanakan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS), sebagaimana dalam Gugatan Perkara a qou halaman 2

angka 1 dan 2 sebagai berikut:

Angka 1:

’ Bahwa PENGGUGAT | DAN PENGGUGAT Il adalah pendiri
pertama dari PT. TRANSPORTASI W GLOBAL  MANDIRI,
berkedudukan di JI.TB.Simatupang No.027  RT.08/RW.02;
Kelurahan Gedung, Kecematan Pésar Rébo,' Jakarté-Timur—
13760, berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor
35 tanggal 24 Agustus 2020, yang dibuat oleh Notaris Susi
Apirilliana, SH, M.Kn (TERGUGAT V) di Jakarta”

Angka 2:

“Bahwa saat ini PT. TRANSPORTASI GLOBAL MANDIRI telah
berubah kepengurusan sejak Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) tanggal 25 Juli 2024, dan berdasarkan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat PT.TRANSPORTAS!I GLOBAL MANDIRI
Nomor 01 tanggal 12 Agustus 2024, yang dibuat oleh Notaris
Sasmita, S.H., M.Kn (TURUT TERGUGAT VI) di kota Cilegon,
Provinsi Banten yang mengatur susunan pengurusan perseroan
sebagai berikut:

2.1. Pengurus Lama
Anggota Direksi

Direktur Utama : Suhanto
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Komisaris ; Muhammad Qareza Qualdi
2.2  Pengurus Baru
Anggota Direksi
Direktur Utama : Tuan Drs Asyari
Komisaris - Muhammad Qareza Qualdi
2. Bahwa dallil PARA PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas adalah
suatu dalil yang dibangun PARA PENGGUAT untuk PT.Transportasi
Global madiri (in casu Tergugat) bukan untuk PARA TURUT
TERGUGAT (in casu Tergugat IlI) secara keseluruhan dengan
demikian patut dianggap bahwa PARA PENGGGUGAT telah keliru
menarik Turut Tergugat Il dalam Gugatanya.
3. Bahwa perlu Majelis Hakim Ketahui secara bersama, bahwa
Penunjukan PT. Tansportasi Global Mandiri (in casu TERGUGAT)

untuk ~melaksanakan kegiatan Paket Pekerjaan Jasa Lainnya

Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan Dii Kawasan@iie,

Perkotaan Dengan Sekema Pembelian La_s_'/anan Feeder Lrt Sumater_a:_
Selatan Di Palembang telah sesuai d,éngan_ Eeréturah'Presideri
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan .Ata§ Peraturan P'r_e_siden
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas,” cukup jelas PARA
PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dan tidak
cermat dalam menyampaikan dalil — dalil yang ada dalam perkara a
quo. Dengan demikian patut dan sewajarnya Majelis Hakim
mengabulkan Eksepsi Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal
Standing) yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT Il dan gugatan
PENGGUGAT ditolak atau setidak-tidaknya Majelis Hakim tidak

menerima gugatan a quo (Niet Onvantkelijke verklaard).

M. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL: GUGATAN A QUO TIDAK

JELAS (KABUR)
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1. Bahwa dalam Gugatan a quo, penggugat menyatakan dalam Posita
halaman 3 angka 4 dan Petitum halaman 16 angka 11, antara lain
sebagai berikut:

Halaman 3 angka 4:

“ Bahwa perlu diketahui, seluruh proyek-proyek yang masuk
kedalam Perseroan PT. TRANSPORTASI GLOBAL MANDIRI,
Terutama yang berasal dari Dinas Perhubungan Kota Palembang
serta Balai LRT Sumatera Selatan adalah hasil Kontribusi besar
dan Upaya keras dari PENGGUGAT | dan PENGGUGAT II
sehingga Perusahaan dapat berjalan dengan baik dan mencapai
hasil yang signifikan,dan pada saat itu kondisi TERGUGAT tidak
ada Konstribusi yang signifikatan.....”.

Halaman 16 angka 11:

" Memerintah kepada TURUT TERGUGAT I, TURUTFTERGUGAT
Il, TURUT TERGUGAT Ill, TURUT TERGUGAT IV, TURUE
TERGUGAT V dan TURUT TERGU_'GAT Vilruntuk' tunduk dan:_
patuh pada putusan ini” | . L Y

2. Bahwa perlu TURUT TERGUGAT.Ill tegaskan k'embali,
Penggugat Telah Keliru menerik Turut Tergugat Il dalam perkara a
quo, karena pada dasarnya Para Penggugat hanya menarik Para
Tergugat (in casu Turut Tergugat Il) tanpa mampu menguraikan
dan menjelaskan secara lengkap unsur-unsur perbuatan hukum
mana yang dilanggar yang dalam perkara a quo.

3. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT tanpa mampu
menguraikan dan menjelaskan secara lengkap unsur-unsur
perbuatan hukum mana yang dilanggar dalam perkara a quo,
patut dan sewajarnya Majelis Hakim yang Terhormat,
mengabulkan eksepsi kabur dan tidak jelas (Exceptio Obscuur
Libel) yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT Il dan selanjutnya
menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau sekurang-kurangnya
menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet

Onvantkelijke verklaard).

Halaman 48 dari 86 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim



DALAM POKOK PERKARA

1.

Bahwa TURUT TERGUGAT Il menolak dengan tegas seluruh dalil
PENGGUGAT dalam Pokok Perkara.

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan TURUT TERGUGAT Il di
dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan pokok perkara ini.

Bahwa TURUT TERGUGAT I tidak akan menanggapi dalil-dalil
PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan TURUT TERGUGAT
Il.

PELAKSANAAN KONTRAK E-KATALOG OLEH TERGUGAT TELAH

SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.

Bahwa TURUT TERGUGAT Il menolak dalii PENGGUGAT
mendalilkan dalam Petitum Gugatannya yang pada intinya
memerintahkan Para Turut Tergugat termasuk Turut{Tergugat II.'
untuk tunduk dan patuh pada putu_s;an gugéta_ri pekaré a2 quo,
sebagaimana PENGGUGAT sampaikan.pada halaman 16 angka
4

Bahwa perlu Turut Tergugat Il jelaskan kembali, pada dasarnya
pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Lainnya Pengembangan
Angkutan Massal Berbasis Jalan Di Kawasan Perkotaan Dengan
Sekema Pewmbelian Layanan Feeder Lrt Sumatera Selatan Di
Palembang pada Balai LRT Sumatera Selatan (in casu Turut
Tergugat Il) telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah disampaikan,
maka sangatlah mengada-ada dalil-dalil yang disampaikan oleh
PENGGUGAT. Sehingga patut dan wajar Majelis Hakim menolak
dan mengenyampingkan seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh
PENGGUGAT.
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PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ
VORAAD) TIDAK DAPAT DITERAPKAN DALAM PERKARA A QUO

1. Bahwa TURUT TERGUGAT Il menolak dalil Posita Gugatan
PENGGUGAT pada angka 17 halaman 7, dan Petitum Gugatan
PENGGUGAT angka 13 halaman 16 Gugatan, yang pada intinya
meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara agar putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu
(uitvoerbaar bij voraad) walaupun terdapat upaya hukum verzet,
banding maupun kasasi.

2. Bahwa pada Gugatan a quo tidak terkualifikasi sebagai gugatan
yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Surat Edaran
Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta [ (Uitvoerbaar
Bij Voorraad) dan Provisionil (“SEMA New3/2000”), yaitu sebagai
berikut:

a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentikatau surat tulisan
tangan (handschrift) yang tidak dibantahskebenaran tentang-isi
dan tanda tangannya, yang menurutsUndang-undang tidak

mempunyai kekuatan bukti;

O

. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti
dan tidak dibantah;

. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan

o

lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis

lampau, atau Penyewa yang beritikat baik;

o

. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta
perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai

gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;

D

. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan

hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV,
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f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan
mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Bahwa mengingat Gugatan ini sama sekali tidak memenuhi tidak

terkualifikasi sebagai gugatan yang dapat diputus dengan Putusan

Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil

sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3/2000. Sehingga sangatlah

beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Petitum

PARA PENGGUGAT tersebut.

Bahwa TURUT TERGUGAT Il menolak Posita PE_NGGUGAT"

pada angka 19 halaman 7, yang _pada intinya mehihta agar

putusan a quo berdaya paksa, yang'mana patut bila "PARA
TERGUGAT dihukum membayar uangs paksa (dwangsom)
sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap hari keterlambatan
dalam memenuhi secara sukarela terhadap putusan perkara a
quo.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No0.793
K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973 dalam mana Mahkamah
Agung dan mempertimbangkan bahwa uang paksa tidak berlaku
terhadap tindakan untuk membayar uang. Maka dapat ditentukan
bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar sejumlah
uang paksa selama ia belum memenuhi isi putusan.

Oleh karena Gugatan a quo adalah untuk tuntutan sejumlah uang,
maka permohonan uang paksa sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta
rupiah) patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara a quo.
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Berdasarkan seluruh uraian yang diuraikan oleh TURUT TERGUGAT II, baik
dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara tersebut di atas, maka TURUT
TERGUGAT Il dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang
memeriksa dan memutus perkara a quo agar kiranya berkenan menjatuhkan

putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT Il untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet
onvankelijke verklaard)
DALAM POKOK PERKARA :
1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-

tidaknya tidak dapat diterima;
2. . Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul.
Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pehggugatgiurut ‘Tergugat I

mengajukan jawaban sebagai berikut:

Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat Il

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH PIHAK (GEMIS AAN
HOEDANIGHEID)

1.Bahwa Gugatan Perdata Nomor: 707/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim
tertanggal 12 Desember 2024 yang diajukan oleh Para
Penggugat adalah Salah Pihak (Gemis Aan Hoedanigheid);

2.Bahwa Gugatan Para Penggugat Salah Pihak (Gemis Aan
Hoedanigheid) dikarenakan tidak ada satupun dalil-dalil dalam
gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Turut
Tergugat Il telah melakukan Perbuatan Cidera Janji

(Wanprestasi);
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3.Bahwa Para Penggugat telah keliru menarik Kepala Dinas

Perhubungan Kota Palembang sebagai Turut Tergugat I,

karena Turut Tergugat Ill tidak ada kaitannya dengan perkara

a quo;

4.Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya
dengan menyatakan sebagai pendiri pertama dan pemegang
saham atas PT. TRANSPORTASI GLOBAL MANDIRI

(Tergugat), kemudian sejak tanggal 25 Juli 2024 Para

Penggugat selaku pemegang saham sudah tidak lagi

diberikan akses mengenai jalannya perusahaan, dengan

demikian karena perkara a quo ini antara Para Penggugat dan

Tergugat maka sudah jelas bahwa tidak ada kaitannya

gugatan a quo dengan Turut Tergugat IlI;

5.Bahwa Turut Tergugat |IllL dalam pelaksanaan terkait
pengadaan kendaraan Feeder LRT di Kota Palembang telah
melaksanakan beberapa Kontrak dengan PT. ;

TRANSPORTASI GLOBAL MANDIRI (Tergugat), vaitu:

a. Kontrak pada tanggal 30 Desember 2022 sebahyak 2
(dua) koridor Feeder LRT Subsidi Pemerintah Kota
Palembang dengan Surat Perjanjian Belanja Subsidi
Feeder dengan Nomor: 972/00222.A/DISHUB-
PLG/XI1/2022 dan Naskah Perjanjian Subsidi antara Dinas
Perhubungan Kota Palembang dengan Tergugat tentang
Belanja Subsidi Feeder dengan Nomor Dishub:
972/00223/DISHUB-PLG/XI1/2022 dan Nomor Tergugat:
003/KONT-TGM/PLB1/XIl/2022 yang  menggunakan
APBD Kota Palembang senilai Rp. 9.168.977.025,-
(sembilan milyar seratus enam puluh delapan juta
sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh lima
rupiah) dengan masa berlaku sejak bulan Januari s/d

September 2024 beserta Adendumnya,;
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b. Kontrak pada tanggal 20 Oktober 2023 sebanyak 2 (dua)
koridor Feeder LRT Subsidi Pemerintah Kota Palembang
dengan Surat Perjanjian Belanja Subsidi Feeder dengan
Nomor: 972/00224/11/1SPK/2023 dan Naskah Perjanjian
Subsidi antara Dinas Perhubungan Kota Palembang
dengan Tergugat tentang Belanja Subsidi Feeder dengan
Nomor Dishub: 972/00207/SKP/V/2023 dan Nomor
Tergugat: 003/KONT-TGM/X/2023 yang menggunakan
APBD-P Kota Palembang senilai Rp. 3.036.883.200,- (tiga
milyar tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh
tiga ribu dua ratus rupiah) dengan masa berlaku sejak
bulan Oktober s/d Desember 2023;

c. Kontrak pada tanggal 9 Januari 2024 sebanyak 2 (dua)
koridor Feeder LRT Subsidi Pemerintah Kota Palembang
dengan Surat Perjanjian Belanja Subsidi Feeder dengan
Nomor: 900/00012.NSPK/DISHUBN/2024 dan Naskah
Perjanjian Subsidi antara’ Dinas' Perhubungan Kota
Palembang dengan Tergugatitentang” Belanja™ Subsidi
Feeder dengan Nomor Dishub: 900/00011/V/I/SPK/2024
dan Nomor Tergugat: 005/KONT=FGM/PLB1/1/2024 yang
menggunakan APBD Kota Palembang senilai Rp.
11.313.891.940,- (sebelas milyar tiga ratus tiga belas juta
delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus
empat puluh rupiah) dengan masa berlaku sejak bulan
Januari s/d November 2024 beserta Adendumnya;

d. Kontrak pada tanggal 28 November 2024 sebanyak 2
(dua) koridor Feeder LRT Subsidi Pemerintah Kota
Palembang dengan Surat Perjanjian Belanja Subsidi
Feeder dengan Nomor: 900/00012-
1/SPK/DISHUB/V/2024 dan Naskah Perjanjian Subsidi
antara Dinas Perhubungan Kota Palembang dengan

Tergugat tentang Belanja Subsidi Feeder dengan Nomor
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Dishub: 900/00011-I/V/I/ISPK/2024 dan Nomor Tergugat:
006/KONT-TGM/PLB1/X1/2024 yang menggunakan APBD
Kota Palembang senilai Rp. 1.063.339.680,- (satu milyar
enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu
enam ratus delapan puluh rupiah) dengan masa berlaku
bulan Desember 2024;

6. Bahwa berdasarkan dalil sebagaimana dimaksud pada angka 5,
Kontrak/Perikatan/Perjanjian yang dilaksanakan antara PT. Transportasi
Global Mandiri (Tergugat) dan Dinas Perhubungan Kota Palembang
(Turut Tergugat 1ll) sudah memenuhi prinsip-prinsip atau syarat sahnya
Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang
isinya menjelaskan tentang syarat sah nya suatu Perjanjian yaitu :

a) Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;

b)

c) Suatu hal tertentu; dan
d)

Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;

Suatu sebab (Causa) yang halal. ) ;

Sehingga sengketa internal antara Para Penggugat dan Tergugat, pada
prinsipnya tidak mempengaruhi hubungan hukum, yang“telah dan'_masih
dilaksanakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat lll;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, sudah™ sangat jelas Turut
Tergugat Il tidak ada kaitannya dengan perkara a quo, sehingga
dengan ditariknya Turut Tergugat Ill sebagai pihak dalam perkara a
quo, maka Gugatan Para Penggugat menjadi Salah Pihak (Gemis Aan
Hoedanigheid), oleh karenanya Turut Tergugat Il hanya akan tunduk
pada isi Putusan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo;

8. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Salah Pihak (Gemis Aan

Hoedanigheid), maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan
tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

B. PETITUM GUGATAN PARA PENGGUGAT KELIRU DAN TIDAK
JELAS.
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1. Bahwa Para Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk
menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi.
Sehingga sudah jelas bahwa perkara a quo ini adalah permasalahan
internal antara Para Penggugat dan Tergugat, karena secara hukum
tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut
Tergugat lll, yang mana saat ini Para Penggugat sudah tidak lagi
duduk dalam Susunan Kepengurusan di PT. TRANSPORTASI
GLOBAL MANDIRI (Tergugat) sejak bulan Juli dan Agustus 2024.
Dengan demikian Petitum gugatan Para Penggugat yang ditujukan
kepada Turut Tergugat Ill adalah Petitum yang keliru dan tidak jelas;

2. Bahwa berdasarkan wuraian dan alasan hukum sebagaimana
dikemukakan di atas, dimana gugatan Para Penggugat yang keliru
menarik Turut Tergugat Il sebagai pihak dalam Perkara a quo ini,
sehingga sudah seharusnyalah gugatan Para Penggugat dinyatakan
TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelij_k verklaand).

DALAM POKOK PERKARA

PARA  PENGGUGAT KELIRU TERKAIT{ PERMINTAAN SITA
JAMINAN.

1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi tersebut diatas, harap
diberlakukan juga dalam pokok perkara dan merupakan bagian yang
tak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

2. Bahwa Turut Tergugat Ill dalam melaksanakan tugas sudah sesuai
dengan tugas pokok/fungsi dan dalam melaksanakan kegiatan terkait
pengadaan kendaraan Feeder LRT di Kota Palembang tahun 2023
dan 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku;

3. Bahwa Turut Tergugat Ill dalam pelaksanaan untuk pengadaan
kendaraan Feeder LRT di Kota Palembang telah membuat Kontrak
dengan PT. TRANSPORTASI GLOBAL MANDIRI (Tergugat), yaitu:

Halaman 56 dari 86 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim



a. Kontrak pada tanggal 30 Desember 2022 sebanyak 2 (dua)
koridor Feeder LRT Subsidi Pemerintah Kota Palembang dengan
Surat Perjanjian Belanja Subsidi Feeder dengan Nomor:
972/00222.A/DISHUB-PLG/XII/2022 dan Naskah Perjanjian
Subsidi antara Dinas Perhubungan Kota Palembang dengan
Tergugat tentang Belanja Subsidi Feeder dengan Nomor Dishub:
972/00223/DISHUB-PLG/XI11/2022 dan Nomor  Tergugat:
003/KONT-TGM/PLB1/X11/2022 yang menggunakan APBD Kota
Palembang senilai Rp. 9.168.977.025,- (sembilan milyar seratus
enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua
puluh lima rupiah) dengan masa berlaku sejak bulan Januari s/d
September 2024 beserta Adendumnya;

b. Kontrak pada tanggal 20 Oktober 2023 sebanyak 2 (dua) koridor
Feeder LRT Subsidi Pemerintah Kota Palembang deéngan Surat
Perjanjian  Belanja ' Subsidi Feeder dengan, ~Nomor;
972/00224/11/SPK/2023  dan Naskah _'Perjanjian Subsidi antara
Dinas Perhubungan Kota Palembang dengan Tergugat tentang
Belanja Subsidi Feeder dengan Nomor Dishub:
972/00207/SKP/V/2023 dan Nomor Tergugat: 003/KONT-
TGM/X/2023 yang menggunakan APBD-P*Kota Palembang senilai
Rp. 3.036.883.200,- (tiga milyar tiga puluh enam juta delapan
ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan masa
berlaku sejak bulan Oktober s/d Desember 2023;

c. Kontrak pada tanggal 9 Januari 2024 sebanyak 2 (dua) koridor
Feeder LRT Subsidi Pemerintah Kota Palembang dengan Surat
Perjanjian Belanja  Subsidi Feeder dengan Nomor:
900/00012.A/SPK/DISHUB/V/2024 dan Naskah Perjanjian Subsidi
antara Dinas Perhubungan Kota Palembang dengan Tergugat
tentang Belanja Subsidi Feeder dengan Nomor Dishub:
900/00011/V/I/ISPK/2024 dan Nomor Tergugat: 005/KONT-
TGM/PLB1/1/2024 yang menggunakan APBD Kota Palembang
senilai Rp. 11.313.891.940,- (sebelas milyar tiga ratus tiga belas
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juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat
puluh rupiah) dengan masa berlaku sejak bulan Januari s/d
November 2024 beserta Adendumnya;

d. Kontrak pada tanggal 28 November 2024 sebanyak 2 (dua)
koridor Feeder LRT Subsidi Pemerintah Kota Palembang dengan
Surat Perjanjian Belanja Subsidi Feeder dengan Nomor:
900/00012-1/SPK/DISHUB/V/2024 dan Naskah Perjanjian Subsidi
antara Dinas Perhubungan Kota Palembang dengan Tergugat
tentang Belanja Subsidi Feeder dengan Nomor Dishub:
900/00011-I/V/I/SPK/2024 dan Nomor Tergugat: 006/KONT-
TGM/PLB1/X1/2024 yang menggunakan APBD Kota Palembang
senilai Rp. 1.063.339.680,- (satu milyar enam puluh tiga juta tiga
ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah)
dengan masa berlaku bulan Desember 2024;

4. Bahwa Turut Tergugat Ill menolak di dalam Petitum gugatan Paras
Penggugat pada angka 3 halaman 11 yang pada pokol_<nya menyatakan:_
"Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang
diletakkan jaminan atas asset-asset Perserean.atau pribadi (Tergugat)”,
yang antara lain pada angka 3.2. Benda bergerak pada huruf (b) dan (c);

5. Bahwa dapat Turut Tergugat Ill sampaikan disint, keberadaan Feeder
sebagai alat bantu transportasi untuk mengangkut penumpang secara
gratis, sangat membantu warga masyarakat di wilayah Kota Palembang
sejak tahun 2022 s/d sekarang, dengan total keseluruhan sebanyak 57
(lima puluh tujuh) unit armada kendaraan yang beroperasi untuk
mengangkut penumpang di 7 rute koridor yang ada pada saat ini
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota Palembang Nomor:
416/KPTS/DISHUB/2022 tentang Jaringan Trayek Angkutan Pengumpan
(Feeder) Dari Dan Ke Stasiun Kereta Api Ringan (Light Rail Transit),
yang Menetapkan Jaringan Trayek meliputi antara lain Rute Koridor 1 s/d

Rute Koridor 7 yang terintegrasi;
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6. Bahwa sejak tahun 2022 s/d 2024, jumlah rata-rata penumpang yang
menggunakan Feeder di 7 Rute Koridor pada wilayah Kota Palembang

dapat Turut Tergugat sampaikan antara lain:

a. Tahun 2022 berjumlah : 106.590 penumpang.

b. Tahun 2023 berjumlah : 147.250 penumpang.

c. Tahun 2024 berjumlah : 233.740 penumpang.

Yang artinya setiap tahun jumlah rata-rata warga masyarakat yang
menggunakan alat transportasi Feeder telah terjadi peningkatan, sehingga
keberadaan Feeder tersebut sangat bermanfaat bagi warga Kota
Palembang;

7. Sehingga permintaan Sita Jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat
terhadap 57 (lima puluh tujuh) unit kendaraan Feeder akan berdampak
terhadap layanan transportasi bagi warga masyarakat Kota Palembang
pada 7 Rute Koridor Trayek Angkutan Pengumpan (Feeder) Dari Dan Ke
Stasiun Kereta Api Ringan (Light Rail Transit), oleh karenanya Sita
Jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat adalah tidak beralasan
hukum; _

8. Bahwa Turut Tergugat Il dalam perkara a. quo akan tunduk dan“patuh
terhadap Putusan Pengadilan;

Berdasarkan Jawaban yang telah kami uraikan di atas, kami mohon
dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

berkenan untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI:
1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat Il untuk

seluruhnya; dan

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima:

DALAM POKOK PERKARA:
1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-

tidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menolak Sita Jaminan (consevatoir beslag) terhadap 57 (lima puluh

tujuh) unit Kendaraan Feeder LRT Kota Palembang; dan
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3. Membebankan Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya

yang timbul akibat adanya perkara ini.

SUBSIDIER:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon
kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-menjawab antara
para Pihak, dimana Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik
pada persidangan tanggal 21 April 2025 dan atas Replik tersebut Tergugat,
Turut Tergugat I, Turut Tergugat lll dan Turut Tergugat IV telah mengajukan
Duplik secara elektronik pada persidangan tanggal 28 April 2025;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 17 (tujuh belas) bukti
awal yang diberi tanda Bukti Eksepsi P-1 sampai dengan Bukti Eksepsi P-17,
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP/Identitas Penggugat | dan Peaggugat Il diberi tanda_'-. ]
bukti P-1; 4

2. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.'Transpoﬁési_GIobal
Mandiri No. 35 tertanggal 24 Agustus 2020 yang di buat Notaris'SUsi
Aprillina, SH., M.Kn, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Surat Pernyataan dan Komitmen Penyerahan Aset dan
Proyek PT. Transportasi Global Mandiri tertanggal 12 Agustus 2024,
diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Surat Penyelesaian Komitmen tanggal 12 Agustus 2024
tertanggal 23 September 2024, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Surat Pemenuhan Komitmen tanggal 12 Agustus 2024
tertanggal 21 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
PT. Transportasi Global Mandiri No. 002/170724/RUPS/11/2024
tertanggal 25 Juli 2024, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
PT. Transportasi Global Mandiri tertanggal 25 Juli 2024, diberi tanda
bukti P-7;
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8. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Transportasi Global
Mandiri No. 01 tertanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat dihadapan
Notaris SASMITA, S.H., M.Kn., diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy Foto Penyerahan Akta Asli Pendirian Perseroan Terbatas
PT. Transportasi Global Mandiri pada tanggal 26 Agustus 2024, diberi
tanda bukti P-9;

10. Fotocopy Daftar Rincian Bukti Talangan Dana Pribadi milik Penggugat
Il berikut beberapa struk dan kwitansi pembayaran, diberi tanda bukti
P-10;

11.Fotocopy Data Armada Feeder PT. PT. Transportasi Global Mandiri
Tahun 2022, diberi tanda bukti P-11;

12.Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak, Subsidi Layanan Feeder Buy The
Service (BTS) di Kota Surarta No. KU.003/KONT-
DOPAJ/1/SKDAJ/I2021 tertanggal 3 Januari 2021, diberitanda bukti
P-12;

13.Fotocopy = Addendum | No. KU.0(_53/ADD-DOPAJ/3/SATKER-:_
DAJ/1/2021 tertanggal 8 Januari 2021, diberi tanda bukti P-13;

14.Fotocopy Surat Perjanjian, PengembangantAngkutan Massal B'erbasis
Jalan Di Kawasan Perkotaan Dengan Skema Pembelian Subsidi
Layanan Feeder Buy The Service (BTS) Di"Kota Palembang No.
KU.003/KONT-DOPPAP/21/SKDAJ/IV/2022 tertanggal 5 Juli 2022,
diberi tanda bukti P-14;

15. Fotocopy Surat Perjanjian, Pengembangan Angkutan Massal Berbasis
Jalan Di Kawasan Perkotaan Dengan Skema Pembelian Subsidi
Layanan Feeder Buy The Service (BTS) Di Kota Palembang No.
KU.003/KONT-DOPPAP/31/SKDAJ/X/2022 tertanggal 30 Oktober
2022, diberi tanda bukti P-15;

16.Fotocopy Naskah Perjanjian Subsidi tentang Belanja Subsidi Feeder
No. 972/00223/DISHUB-PLG/XII/2022 tertanggal 30 Desember 2022,
diberi tanda bukti P-16;
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17.Fotocopy Addendum Surat Perjanjian No. 972/00011/SPK/DISHUB-
PLG/V/1/2023 tentang Belanja Subsidi Feeder tertanggal 11 Januari
2023, diberi tanda bukti P-17;

Fotocopy bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 surat tersebut
bermeterai cukup, dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya kecuali bukti
surat P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12, P-13,P-14, P-15, P-16
dan P-17 Fotocopy dari foto copy, dan bukti Surat P-9, Fotocopy dari Print
Out, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada
Kuasa Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam
berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan

kepada Kuasa Penggugat;
Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga

mengajukan saksi-saksi di persidangan dibawah sumpah fmemberikan

keterangan sebagai berikut:

SAKSI 1: AZRIEL FATAHILLAH LAZUARDIANSYAH

« Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan‘rohani

« Bahwa pendiri dari PT. Transportasi Global Mandiri adalah Bapak
Suhanto (Penggugat 1), Ibu Sari Mumpuni (Penggugat 1) dan Bapak
Asyari

e Bahwa permasalahan ini terkait karena PT. Transportasi Global
Mandiri yang tidak memenuhi kewajibannya atas surat komitmen yang
ditandatangani Komisaris dan Direksinya

« Bahwa surat pernyataan komitmen ditandatanganinya pada tanggal
12 Agustus tahun 2024

« Bahwa secara garis besar saksi mengetahui isi dari surat pernyataan
komitmen tersebut, salah satunya dimana PT. Transportasi Global
Mandiri memiliki kewajiban untuk membeli atau memberikan sebagian

saham
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Bahwa yang menandatangani pihak PT. Transportasi Global Mandiri
atas nama Komisaris Muhammad Qareza Qualdi dan Direktur Bapak
Asyari, dan saksinya Muhammad Dzaki Alwan dan Putri Septiyanti
Bahwa PT. Transportasi Global Mandiri dibuat oleh Notaris Sasmita
Bahwa PT. Transportasi Global Mandiri bergerak di bidang
transportasi

Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terkait
dengan tidak dilaksanakannya komitmen yang telah diperjanjikan oleh
PT. Transportasi Global Mandiri kepada Para Penggugat

Bahwa komitmennya berupa pembelian kembali saham

Bahwa saksi hanya membantu dalam proses penyusunan perjanjian
itu, mediasinya antara PT. Transportasi Global Mandiri dengan Para
Penggugat

Bahwa pertemuannya di Hotel Mall di Senen

Bahwa yang dibicarakan terkait dengan adanya perselisihan ketika
telah dilaksanakan RUPS pada saat itu _' '
Bahwa hasilnya ada pengangkatan Direktur yang baru Bapak,Asyari

Bahwa yang tidak selesai adalah pengalihan.kontrak

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Para Penggugat dan

Kuasa Para Tergugat menanggapi dalam kesimpulan

SAKSI 2: PUTRI SEPTIYANTI

Bahwa Penggugat | sebagai Komisaris dan Penggugat |l sebagai
Direktur Utama di PT. Putri Alam Sari

Bahwa setau saksi Penggugat | dan Penggugat |l dengan di PT.
Transportasi Global Mandiri sebagai pemegang saham

Bahwa PT. Putri Alam Sari berbeda dan tidak ada hubungan dengan
PT. Transportasi Global Mandiri

Bahwa karena Tergugat tidak melaksanakan sesuai surat pernyataan
komitmen

Bahwa isinya mengenai pembelian saham dan penyerahan proyek
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Bahwa surat komitmen dibuat dengan kesepakatan Bapak Asyari
dengan Bapak Muhammad Qareza Qualdi dengan Direksi lama
Bahwa perjanjian itu dibuat di Tangerang City

Bahwa di Tangerang City ada saksi, Muhammad Dzaki Alwan, Bapak
Asyari, Muhammad Qareza Qualdi

Bahwa isinya adalah akan menyerahkan proyek kepada PT. Putri
Alam Sari dan membeli saham Penggugat | dan Penggugat Il

Bahwa Direktur yang lama di PT. Transportasi Global Mandiri
Penggugat | dan yang baru Bapak Asyari

Bahwa yang belum terpenuhi dalam perjanjian itu Penggugat | 15%
dan Penggugat Il 15%

Bahwa PT. Transportasi Global Mandiri bergerak di bidang
transportasi yang ada di Feeder Solo dan Palembang

Bahwa. Penggugat | dan Penggugat |l sudah tidak bekerja sejak
pergantian Direksi di PT. Transportasi Global Mandiri tetapi
Penggugat | dan Penggugat Il masih ada_'saham iR T . Transportasi:_
Global Mandiri '
Bahwa surat pernyataan komitmen belumidilaksanakan
Bahwa surat pernyataan komitmen dibuat Notaris Sasmita

Bahwa waktu itu Para Penggugat sedang umroh

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para

Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1.

Fotocopy Peringatan Pertama/Somasi ke-1 Nomor: 33/BAP-
Somasi/X1/2024 tanggal 28 November 2024, diberi tanda bukti T-1;
Fotocopy Peringatan Pertama/Somasi ke-ll dan Terakhir Nomor:
34/BAP-Somasi/X1/2024 tanggal 4 Desember 2024, diberi tanda bukti
T-2;

. Fotocopy Tanggapan Atas Surat 23 September & 21 Oktober 2024

Nomor: 35/BAP-Somasi/X1/2024 tanggal 18 November 2024, diberi
tanda bukti T-3;
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4. Fotocopy Surat Permohonan Pengembalian Inventaris Perusahaan
Nomor: 001/260824/TGM/1/2024 tanggal 27 Agustus 2024, diberi
tanda bukti T-4;

5. Fotocopy Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor:
002/280224/RUPS/1/2024 tanggal 27 Februari 2024, diberi tanda bukti
T-5;

6. Fotocopy Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor:
003/280224/RUPS/1/2024 tanggal 27 Februari 2024, diberi tanda bukti
T-6;

7. Fotocopy Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) TGM
Nomor: 002/1707241/2024 tanggal 22 Juli 2024, diberi tanda bukti T-7;

8. Fotocopy Surat Dari Penggugat 2 Kepada PT.TGM tanggal 02
Agustus 2024, diberi tanda bukti T-8;

9. Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat PT. Transpartasi Global
Mandiri Nomor 01 tanggal 12 Agustus 2024 yang di buat Notaris
Sasmita, SH., M.Kn, diberi tanda bukti T-9;_'

10.Fotocopy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.
Transportasi Global Mandiri, diberi tanda bukti T-10

Fotocopy bukti T-1 sampai dengan bukti 1 T-10 surat tersebut
bermeterai cukup, dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya kecuali bukti
surat T-8, T-9 dan T-10 Fotocopy dari foto copy, selanjutnya Hakim Ketua
memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat, kemudian
fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini,
sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa
Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam
persidangan,;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill, dan Turut

Tergugat IV tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam

berita acara sidang perkara ini, untuk menyingkat uraian putusan ini
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dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan

putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan Eksepsi
Kompetensi Absoulut dimana atas Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut
Majelis Hakim telah membuat putusan Sela yang amarnya adalah:
MENGADILI
1. Menolak eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas |A-Khusus
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan
perkara a quo;

4. Menangguhkan biaya perkara hingga putus'an akhir; ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Penggugat tidak memilik_i legal
standing (kedudukan hukum untuk menggugat), berdasarkan bukti P-2
berupa Akta Pendirian PT Transportasi Global Mandirt dan bukti P-8 berupa
Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang mengakui Para Penggugat sebagai
pendiri, mantan direktur, dan pemegang saham masing-masing 15%, terbukti
bahwa Para Penggugat memiliki hubungan hukum yang jelas dengan
Tergugat berdasarkan UU Perseroan Terbatas, dimana sebagai mantan
direktur yang belum menerima gaji dan sebagai pemegang saham yang
memiliki komitmen yang belum dipenuhi, Para Penggugat memiliki
kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan ini, sehingga

eksepsi mengenai legal standing tidak terbukti dan harus ditolak;
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Para Penggugat

kurang pihak, mengenai siapa-siapa saja pihak yang akan digugat adalah

merupakan hak mutlak dari Para Penggugat, hal ini sebagaimana
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Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 546 K/Sip/1970 Jo. No. 305
K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada intinya menyatakan "Penggugat
yang berhak dan berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugat
dalam suatu Perkara", dimana Tergugat sebagai PT Transportasi Global
Mandiri adalah pihak yang memiliki kewajiban langsung kepada Para
Penggugat berdasarkan hubungan direktur-perusahaan dan komitmen yang
telah dibuat, sementara Turut Tergugat | sampai VI ditarik sebagai pihak
yang relevan dengan operasional perusahaan meskipun tidak memiliki
kewajiban substantif, sehingga berdasarkan yurisprudensi tersebut Para
Penggugat berhak menentukan pihak-pihak yang dianggap perlu untuk
ditarik dalam gugatan ini guna menyelesaikan pokok sengketa, oleh
karenanya eksepsi kurang pihak tidak terbukti dan harus ditolak;
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan tidak memiliki dasar
hukum, setelah mempelajari dalil-dalil gugatan Para Penggugat, ternyata
gugatan didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang jelas yaitu UU
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Khususnya Rasal 96 tentang:_
penetapan gaji direksi, KUHPerdata mengenai wanprestasi (Pasal 1234,
1238, 1243) dan asas pacta sunt servanda ¥Rasal 1338), serf_a HIR
mengenai hukum acara perdata, dimana tuntutan pembayaran gaji direktur
dan pelaksanaan komitmen pembelian saham memiliki dasar hukum yang
kuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga eksepsi

tidak memiliki dasar hukum tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai
tergugat, berdasarkan bukti-bukti yang ada ternyata PT Transportasi Global
Mandiri sebagai Tergugat adalah pihak yang tepat untuk ditarik dalam
gugatan ini karena merupakan badan hukum yang memiliki kewajiban
membayar gaji kepada Para Penggugat sebagai mantan direktur dan
merupakan pihak yang menandatangani komitmen pembelian saham melalui
pengurus yang sah, dimana berdasarkan prinsip hukum perusahaan, PT
Transportasi Global Mandiri sebagai badan hukum bertanggung jawab atas

kewajiban-kewajiban yang timbul dari tindakan pengurusnya yang sah,
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sehingga tidak ada kekeliruan dalam menarik PT Transportasi Global Mandiri
sebagai Tergugat, oleh karenanya eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai

tergugat tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Il (Kepala Balai LRT Sumatera
Selatan), Turut Tergugat lll (Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang),
dan Turut Tergugat IV (Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta) dalam

jawaban mereka mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat II, lll, dan IV yang
menyatakan tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Para
Penggugat, dalil eksepsi ini pada hakikatnya sudah memasuki substansi
pokok perkara yang harus dipertimbangkan berdasarkan bukti surat dan
keterangan ‘saksi dalam pemeriksaan pokok perkara, dimana untuk
menentukan ada tidaknya hubungan hukum perlu diperiksa secara
mendalam dalam pokok perkara dengan memp_értimbangkan seluruh bukti

yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat Il, Ill, dan IV
yang menyatakan hanya berperan sebagai pemberi kontrak kepada PT
Transportasi Global Mandiri dan tidak terlibat dalam sengketa internal
perusahaan, dalil eksepsi ini juga telah memasuki pokok perkara karena
untuk menentukan sejauh mana keterlibatan dan tanggung jawab Turut
Tergugat dalam sengketa ini perlu diperiksa dalam pokok perkara melalui

bukti-bukti kontrak dan dokumen lainnya yang relevan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat Il, Ill, dan IV
yang menyatakan tidak memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi atau
memenuhi tuntutan Para Penggugat, dalil eksepsi ini pada hakikatnya
merupakan bantahan terhadap pokok gugatan yang harus dibuktikan dalam
pemeriksaan pokok perkara, bukan merupakan eksepsi prosedural yang

dapat diputus terpisah dari pokok perkara;
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Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat II, lll, dan IV yang
menyatakan kehadiran mereka dalam gugatan tidak relevan dengan
sengketa yang terjadi, dalil eksepsi ini juga telah memasuki substansi pokok
perkara karena untuk menentukan relevansi kehadiran Turut Tergugat perlu
dipertimbangkan peran mereka dalam operasional PT Transportasi Global
Mandiri dan hubungannya dengan aset serta proyek perusahaan yang

menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata, eksepsi adalah tangkisan
yang diajukan sebelum menjawab pokok perkara, namun dalil-dalil yang
dikemukakan oleh Turut Tergugat Il, lll, dan IV dalam eksepsi mereka pada
hakikatnya sudah memasuki substansi pokok perkara yang harus
dipertimbangkan berdasarkan bukti surat dan keterangan gaksi dalam

pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Eksepsi [Turut Tergugat Il,"Ill, dan IV
dinyatakan untuk ditolak; '

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat
pada pokoknya adalah agar Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi
dan dihukum membayar gaiji direktur bulan Juli 2024 masing-masing sebesar
Rp 50.000.000, agar Tergugat melaksanakan komitmen dalam "Surat
Pernyataan dan Komitmen Penyerahan Aset dan Proyek PT Transportasi
Global Mandiri" tanggal 12 Agustus 2024, serta agar Tergugat
mengembalikan talangan dana pribadi, mengembalikan barang-barang
pribadi, membagi dividen atas dana yang diklaim diambil Drs. Asyari senilai
Rp 4.700.000.000, dan melakukan pembelian saham Para Penggugat sesuai

komitmen yang telah disepakati;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865
KUHPerdata yang menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan
bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri
maupun membantah suatu hak orang lain dengan mengajukan suatu
peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka
Para Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan wajib

membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan bukti-bukti surat yang diajukan
Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat serta keterangan para saksi yang
didengar di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta bahwa Para
Penggugat mengajukan Akta Pendirian PT Transportasi Global Mandiri No.
35 tanggal 24 Agustus 2020 (bukti P-2) untuk membuktikankedudukan
mereka sebagai pendiri dan direktur, Surat Pernyataan dan Komitmen
tanggal 12 Agustus 2024 (bukti P-3) untuk mem'buktikan adanya komitmen:_
yang belum dipenuhi, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 01
tanggal 12 Agustus 2024 (bukti P-8) yang wmembuktikan periJ_bahan
kepengurusan dan pengakuan kepemilikan saham ‘masing-masing 15%,
sementara di sisi lain Tergugat mengajukan somasi-somasi kepada Para
Penggugat (bukti T-1, T-2) dan surat permohonan pengembalian inventaris
perusahaan (bukti T-4) yang menunjukkan adanya sengketa antara para

pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti
surat dan keterangan para saksi, dapat diidentifikasi hal-hal yang tidak
terbantahkan (telah diakui atau tidak disangkal oleh para pihak) dan hal-hal

yang masih perlu dibuktikan dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak terbantahkan dalam perkara ini

adalah sebagai berikut: pertama, Para Penggugat adalah pendiri PT
Transportasi Global Mandiri berdasarkan Akta Pendirian No. 35 tanggal 24
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Agustus 2020 sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-2 yang tidak dibantah
oleh Tergugat; kedua, Para Penggugat pernah menjabat sebagai direktur
dalam PT Transportasi Global Mandiri sebagaimana diakui dalam jawaban
Tergugat dan dikuatkan oleh keterangan Saksi | dan Il; ketiga, telah
dilaksanakan RUPS tanggal 25 Juli 2024 yang mengubah kepengurusan
perusahaan sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-6, P-7, dan tidak
dibantah oleh Tergugat, keempat, Para Penggugat diberhentikan sebagai
direktur dan digantikan oleh Drs. Asyari sebagai Direktur Utama yang baru
sebagaimana tercantum dalam Akta No. 01 tanggal 12 Agustus 2024 (bukti
P-8 dan T-9) yang diajukan oleh kedua belah pihak; kelima, adanya "Surat
Pernyataan dan Komitmen Penyerahan Aset dan Proyek PT Transportasi
Global Mandiri" tanggal 12 Agustus 2024 sebagaimana dibuktikan dengan
bukti P-3 dan dikuatkan oleh keterangan Saksi | dan Il yang mengakui
keberadaan komitmen tersebut; keenam, Para Penggugat adalahipemegang
saham masing-masing 15% sebagaimana diakui dalam Akta tanggal 12
Agustus 2024 yang diajukan oleh kedua l_)'elah pihak; ketujuh, PT
Transportasi Global Mandiri menjalankan proyek transportasi feeder di Solo
dan Palembang sebagaimana diakui oleh para saksi.dan didukung olehsbulkti
kontrak-kontrak yang diajukan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang masih perlu dibuktikan dalam
perkara ini adalah sebagai berikut: pertama, apakah Para Penggugat masih
menjalankan tugas direktur pada bulan Juli 2024 dan berhak atas gaji untuk
periode tersebut; kedua, berapa besaran gaji yang menjadi hak Para
Penggugat dan apakah terdapat praktik pembayaran gaji yang telah
disepakati; ketiga, apakah komitmen dalam Surat Pernyataan tanggal 12
Agustus 2024 mengikat secara hukum dan harus dilaksanakan oleh
Tergugat; keempat, apakah pembebasan tanggung jawab (acquit et de
charge) dalam Akta tanggal 12 Agustus 2024 menghapus hak-hak yang
sudah diperoleh Para Penggugat; kelima, apakah terdapat talangan dana
pribadi yang dapat diklaim Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam

bukti P-10; keenam, apakah terdapat pengambilan dana sebesar Rp 4.7
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miliar oleh Drs. Asyari yang harus dikembalikan dan dibagi kepada Para
Penggugat; ketujuh, apakah terdapat barang-barang pribadi milik Para
Penggugat yang perlu dikembalikan; kedelapan, apakah Tergugat telah

melakukan wanprestasi terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah
mengenai apakah Para Penggugat berhak atas gaji direktur bulan Juli 2024,
apakah "Surat Pernyataan dan Komitmen" tanggal 12 Agustus 2024
mengikat secara hukum dan harus dilaksanakan, apakah Tergugat telah
melakukan wanprestasi, serta bagaimana status hukum dari pembebasan
tanggung jawab (acquit et de charge) yang tercantum dalam Akta tanggal 12
Agustus 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan
mempertimbangkan secara seksama seluruh bukti-bukti surat yang diajukan
para pihak yang saling berkaitan dengan keterangan@para 'saksi yang
didengar di persidangan, diperoleh gambaran yang jelas bahwa bukti P-2
berupa Akta Pendirian menunjukkan Para Penggugat sebagai pendirigPil
Transportasi Global Mandiri yang kemudian diperkuat dengan bukti P-8
berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang mengakui Para Penggugat
sebagai pemegang saham masing-masing 15%, dimana kedua bukti surat
tersebut sejalan dengan keterangan Saksi | (Azriel Fatahillah
Lazuardiansyah) yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pendiri
PT Transportasi Global Mandiri dan mengetahui adanya komitmen yang
belum dilaksanakan, sehingga terdapat korelasi yang kuat antara bukti surat
dengan keterangan saksi mengenai status Para Penggugat sebagai pendiri

dan direktur perusahaan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi | (Azriel Fatahillah
Lazuardiansyah) yang menyatakan bahwa komitmen dalam surat pernyataan
tanggal 12 Agustus 2024 berupa pembelian saham yang belum dilaksanakan

dan saksi bertindak sebagai mediator dalam pertemuan di Hotel Mall Senen,
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ternyata mendapat konfirmasi dari bukti P-3 berupa Surat Pernyataan dan
Komitmen yang menunjukkan adanya kesepakatan untuk membeli saham
Para Penggugat, dimana keterangan saksi ini juga didukung oleh Saksi Il
(Putri Septiyanti) yang menyatakan hadir saat pembuatan komitmen di
Tangerang City dan membenarkan isi komitmen tentang pembelian saham
dan penyerahan proyek, sehingga terbukti bahwa komitmen tersebut
memang ada dan mengikat secara hukum namun belum dilaksanakan oleh

Tergugat;

Menimbang, bahwa di sisi lain, keterangan para saksi juga
mengungkapkan bahwa Para Penggugat masih menjalankan tugas sebagai
direktur hingga RUPS tanggal 25 Juli 2024 sebagaimana dibuktikan dengan
bukti P-6 dan P-7 berupa undangan dan risalah RUPS, sejalan dengan
praktik pembayaran gaji yang tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat
dalam jawabannya, namun ketika keterangan para saksi ini dikaitkan dengan
bukti P-8 berupa Akta Pernyataan Keputusan_' Rapattyang 'memberikan
pembebasan tanggung jawab, terlihat bahwa jpembebasan tanggung jawab
tersebut tidak dapat menghapus hak-hak yang..sudah" diperolehmPara
Penggugat sebelum pemberhentian, dimana menurut \hukum perusahaan
pembebasan tanggung jawab (acquit et de ‘eharge) hanya berarti
pembebasan dari tuntutan atas tindakan pengurusan masa lalu, bukan

penghapusan hak-hak yang sudah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa ketika Majelis Hakim mengaitkan antara
keterangan para saksi dengan bukti-bukti surat yang ada, terungkap bahwa
meskipun Para Penggugat telah diberhentikan sebagai direktur melalui
RUPS tanggal 25 Juli 2024, namun mereka masih menjalankan tugas
direktur selama bulan Juli 2024 sehingga berhak atas gaji untuk periode
tersebut, dimana praktik pembayaran gaji sebesar Rp 50.000.000 per bulan
tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat sehingga dapat dianggap sebagai
pengakuan berdasarkan Pasal 174 HIR, sedangkan untuk klaim-klaim

lainnya seperti talangan dana pribadi dan pembagian dana Rp 4.7 miliar
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tidak didukung oleh bukti-bukti yang memadai dan keterangan saksi yang

meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata yang
mengatur tentang perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat
sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, jo. Pasal 1243 KUHPerdata yang
menyatakan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak
dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan apabila si berutang setelah
dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika
sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau
dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya, jo. Pasal 1238
KUHPerdata tentang somasi atau teguran kepada debitur, Majelis Hakim
berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayar gaji direktur
bulan Juli 2024 kepada Para Penggugat padahal mereka masih menjalankan
tugas pada periode tersebut merupakan wanprestasi berupa tidakimemenuhig®
perikatan untuk memberikan sesuatu (pembayéran gaiji) yang merugikan:_
Para Penggugat, dimana Para Penggugat telah memenuhi prestasinya
dengan menjalankan tugas direktur sementara ‘kergugat tidak me'menuhi
kontra prestasinya berupa pembayaran gaji, demikian pula tidak
dilaksanakannya komitmen pembelian saham sebagaimana tercantum dalam
Surat Pernyataan dan Komitmen tanggal 12 Agustus 2024 juga merupakan
wanprestasi berupa tidak memenuhi perikatan untuk berbuat sesuatu,
dimana meskipun pelaksanaan komitmen tersebut memerlukan negosiasi
lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan, namun Tergugat telah
mengikatkan diri dalam komitmen tersebut dan berkewajiban untuk
melaksanakannya dengan itikad baik, sehingga ketidakresponan Tergugat
terhadap upaya Para Penggugat untuk melaksanakan komitmen
sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-4 dan P-5 merupakan bentuk

wanprestasi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi juga mengungkapkan

bahwa terdapat barang-barang pribadi milik Para Penggugat yang tercampur
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dengan inventaris perusahaan sebagaimana diakui oleh Tergugat sendiri
dalam bukti T-4 berupa surat permohonan pengembalian inventaris, namun
Para Penggugat tidak dapat mengajukan bukti yang memadai untuk
mengidentifikasi secara jelas dan spesifik barang-barang mana saja yang
merupakan milik pribadi mereka, dimana dalam gugatan Para Penggugat
hanya menyebutkan secara umum "pengembalian semua barang pribadi"
tanpa merinci jenis, merek, nomor seri, atau identitas khusus lainnya yang
dapat membedakan barang pribadi dengan inventaris perusahaan,
sementara keterangan Saksi | dan Saksi Il juga tidak memberikan
keterangan yang spesifik mengenai barang-barang pribadi apa saja yang
dimaksud, sehingga tuntutan pengembalian barang pribadi tidak dapat
dikabulkan karena tidak memenuhi standar pembuktian yang diperlukan,
demikian pula untuk klaim talangan dana pribadi berdasarkan bukti P-10 dan
klaim atas dana Rp 4.7 miliar tidak didukung oleh dokumentasi yang

memadai dan memerlukan pemeriksaan atau audit yang lebih mendalam;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan dilatas,” Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian
dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti yang saling menguatkan antara
bukti surat dan keterangan para saksi, dimana Para Penggugat terbukti
berhak atas gaji direktur bulan Juli 2024 masing-masing sebesar Rp
50.000.000, terbukti adanya komitmen yang mengikat namun
pelaksanaannya memerlukan negosiasi lebih lanjut, namun untuk klaim
lainnya seperti pengembalian barang pribadi yang tidak dapat diidentifikasi
secara spesifik, talangan dana pribadi, pembagian dana Rp 4.7 miliar, dan
denda 3% per bulan tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan atau tidak

memiliki dasar hukum yang kuat;

Menimbang, bahwa dalam petitum no 2 yang meminta agar
menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para
Penggugat, perlu dipahami bahwa penilaian terhadap sah tidaknya alat bukti

dan kekuatan pembuktiannya merupakan kewenangan hakim dalam menilai
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pembuktian berdasarkan keyakinan hakim sesuai dengan Pasal 1866
KUHPerdata dan Pasal 164 HIR, dimana tidak semua alat bukti yang
diajukan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dan relevansi yang
memadai terhadap pokok sengketa, sehingga petitum yang meminta
pernyataan sah terhadap seluruh alat bukti secara blanko tidak tepat untuk

dikabulkan, oleh karenanya petitum no 2 ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum no 3 yang meminta agar
menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas aset-
aset perseroan, berdasarkan Pasal 227 HIR tentang syarat-syarat
conservatoir beslag yang mengharuskan adanya kekhawatiran yang
beralasan bahwa debitur akan mengalihkan atau menyembunyikan hartanya,
ternyata Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya indikasi bahwa
Tergugat akan mengalihkan atau menyembunyikan aset (perusahaan,
dimana tidak ada bukti yang menunjukkan Tergugat melakukan tindakans
tindakan yang dapat merugikan Para Penggugat dalammhal \pemenuhan
kewajiban, sementara tuntutan yang dapat dikabulkan (gaji/Juli 2024 ) tidak
sebanding dengan nilai aset yang diminta untuk, disita, oleh karénanya

petitum no 3 ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum no 4 yang menyatakan agar
Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi, telah terbukti kebenarannya
berdasarkan dua hal yaitu pertama, tidak dipenuhinya kewajiban membayar
gaji direktur bulan Juli 2024 sebagaimana dibuktikan dengan pertimbangan-
pertimbangan sebelumnya yang menunjukkan bahwa Para Penggugat masih
menjalankan tugas direktur pada Juli 2024 dan berhak atas imbalan yang
telah disepakati, dan kedua, tidak melaksanakannya Surat Pernyataan dan
Komitmen Penyerahan Aset dan Proyek PT Transportasi Global Mandiri
tanggal 12 Agustus 2024 yang telah mengikat Tergugat sebagaimana
dibuktikan dengan bukti P-3, T-9, dan keterangan para saksi, dimana
perbuatan Tergugat yang tidak membayar gaji tersebut dan tidak

melaksanakan komitmen yang telah disepakati telah memenuhi unsur-unsur
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wanprestasi yaitu adanya kewajiban yang tidak dipenuhi berdasarkan Pasal
1234 KUHPerdata dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, oleh
karenanya petitum no 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum no 5 yang meminta agar Para
Penggugat diberikan pemenuhan hak atas jasa yang telah diberikan kepada
perseroan PT Transportasi Global Mandiri selama masa kontribusi mereka
termasuk yang dapat dianggap sebagai pesangon atau kompensasi, tuntutan
ini bersifat terlalu umum dan tidak spesifik karena tidak merinci jenis jasa apa
yang dimaksud dan berapa nilai kompensasi yang dituntut, dimana dalam
hukum perusahaan tidak dikenal konsep pesangon untuk direktur
sebagaimana yang berlaku untuk hubungan kerja biasa, serta hak atas jasa
yang dimaksud sudah tercakup dalam tuntutan gaji yang telah

dipertimbangkan secara terpisah, oleh karenanya petitum no 5 ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum no 6.1_'yang meminta pembayaran:_
gaji direktur bulan Juli 2024 untuk Penggugat Il (Sari Mumpuni) sebesar Rp
50.000.000 beserta denda 3% per bulan, berdasarkan“bukti P-6'berupa
undangan RUPS tanggal 25 Juli 2024 dan bukti P-7 berupa risalah RUPS
yang menunjukkan bahwa Penggugat |l masih menjalankan tugas sebagai
direktur hingga tanggal 25 Juli 2024, diperkuat dengan keterangan Saksi |
(Azriel Fatahillah Lazuardiansyah) yang membenarkan Para Penggugat
menjalankan tugas hingga diberhentikan melalui RUPS, serta keterangan
Saksi Il (Putri Septiyanti) yang mengkonfirmasi bahwa Penggugat Il adalah
direktur di PT Transportasi Global Mandiri, dimana dalam jawaban Tergugat
tidak terdapat bantahan yang tegas mengenai besaran gaji Rp 50.000.000
per bulan sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR dapat dianggap sebagai
pengakuan, oleh karena layanan direktur yang telah diberikan selama Juli
2024 berhak mendapat imbalan yang wajar sesuai dengan Pasal 96 ayat (1)
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sementara untuk denda
3% per bulan tidak dapat dikabulkan karena tidak ada dasar hukum dalam

UU Perseroan Terbatas maupun perjanjian khusus yang mengatur sanksi
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keterlambatan pembayaran gaji direktur, maka petitum no 6.1 dapat

dikabulkan untuk bagian gaji pokoknya saja sebesar Rp 50.000.000;

Menimbang, bahwa dalam petitum no 6.2 yang meminta pembayaran gaji
direktur bulan Juli 2024 untuk Penggugat | (Suhanto) sebesar Rp 50.000.000
beserta denda, berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Pendirian PT
Transportasi Global Mandiri yang menunjukkan Penggugat | sebagai Direktur
Utama sejak pendirian perusahaan, bukti P-6 dan P-7 yang membuktikan
Penggugat | masih aktif hingga RUPS 25 Juli 2024, serta bukti P-8 berupa
Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang mengakui pemberhentian
Penggugat | dari jabatan Direktur Utama, diperkuat dengan keterangan Saksi
| yang menyatakan Penggugat | sebagai pendiri PT Transportasi Global
Mandiri dan Saksi Il yang membenarkan Penggugat | sebagai direktur yang
lama sebelum diganti Bapak Asyari, dimana berdasarkan prinsip'yang sama
dengan petitum no 6.1 bahwa layanan yang telah diberikan selama masa
aktif sebagai direktur pada Juli 2024 berhak fnendapat imbalan, namun:_
denda 3% per bulan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, maka
petitum no 6.2 dapat dikabulkan untuk bagian:gaji_ pokoknya saja éebesar
Rp 50.000.000;

Menimbang, bahwa dalam petitum no 6.3 yang meminta
pengembalian talangan uang pribadi yang diberikan oleh Penggugat Il untuk
pembelian seragam Pramudi PT Transportasi Global Mandiri Solo dan
Palembang serta pengeluaran pembayaran listrik dan internet kantor pusat,
berdasarkan bukti P-10 berupa daftar rincian bukti talangan dana pribadi
milik Penggugat Il berikut beberapa struk dan kwitansi pembayaran, namun
bukti tersebut berupa fotokopi dari fotokopi sehingga memiliki kualitas bukti
yang lemah dan tidak dapat memastikan keaslian dokumen, dimana Para
Penggugat juga tidak dapat mengajukan bukti pendukung lainnya seperti
laporan keuangan perusahaan yang mencatat pengeluaran tersebut atau
konfirmasi dari pihak ketiga yang menerima pembayaran, sementara

keterangan Saksi | dan Saksi Il juga tidak memberikan konfirmasi yang
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spesifik mengenai talangan dana pribadi tersebut, oleh karenanya petitum no
6.3 ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum no 6.4 yang meminta
pengembalian pengambilan uang pribadi oleh Drs. Asyari yang tercatat
dalam laporan keuangan perusahaan sebesar Rp 4.700.000.000 sejak tahun
2021 hingga tahun 2024 yang seharusnya dikembalikan dan dibagi kepada
Para Penggugat sebagai dividen dengan perbandingan 70:30, Para
Penggugat tidak dapat mengajukan bukti yang memadai untuk mendukung
klaim tersebut, dimana tidak ada bukti laporan keuangan perusahaan yang
menunjukkan pengambilan dana oleh Drs. Asyari dalam jumlah tersebut,
tidak ada bukti audit atau pemeriksaan keuangan yang mengkonfirmasi
adanya pengambilan dana pribadi, serta keterangan para saksi juga tidak

memberikan “informasi yang spesifik mengenai klaim dana Rp 4.7 miliar

tersebut, dimana klaim dalam jumlah yang sangat besar seperti inigs

memerlukan bukti dokumentasi yang kuat q_ém auditsskeuangan yan_g':_
komprehensif yang tidak diajukan oleh Para Penggugat, joleh? karenanya

petitum no 6.4 ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum no™6.5 yang meminta
pengembalian barang pribadi milik Para Penggugat, meskipun terdapat bukti
T-4 yang diajukan Tergugat berupa surat permohonan pengembalian
inventaris perusahaan yang mengindikasikan adanya pencampuran barang
dengan inventaris perusahaan, namun Para Penggugat tidak dapat
mengajukan bukti yang memadai untuk mengidentifikasi secara jelas dan
spesifik barang-barang mana saja yang merupakan milik pribadi mereka,
dimana dalam gugatan Para Penggugat hanya menyebutkan secara umum
"pengembalian semua barang pribadi milik Penggugat | dan Penggugat Il
yang diakui sebagai inventaris perusahaan" tanpa merinci jenis, merek,
nomor seri, atau identitas khusus lainnya yang dapat membedakan barang
pribadi dengan inventaris perusahaan, sementara keterangan Saksi | (Azriel

Fatahillah Lazuardiansyah) dan Saksi |l (Putri Septiyanti) juga tidak

Halaman 79 dari 86 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim



memberikan keterangan yang spesifik mengenai barang-barang pribadi apa
saja yang dimaksud, oleh karena untuk dapat mengabulkan tuntutan
pengembalian barang tertentu diperlukan identifikasi yang jelas dan bukti
kepemilikan yang memadai sesuai dengan prinsip pembuktian dalam hukum

acara perdata, maka petitum no 6.5 ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum no 6.6 yang meminta
pelaksanaan komitmen pembelian saham berdasarkan "Surat Pernyataan
dan Komitmen Penyerahan Aset dan Proyek PT Transportasi Global Mandiri"
tanggal 12 Agustus 2024, berdasarkan bukti P-3 yang menunjukkan adanya
surat pernyataan dan komitmen yang ditandatangani oleh Drs. Asyari
sebagai Direktur Utama dan Muhammad Qareza Qualdi sebagai Komisaris
PT Transportasi Global Mandiri, yang juga sejalan dengan bukti T-9 berupa
Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Transportasi Global Mandiri yang
diajukan Tergugat sendiri yang membuktikan bahwa dalam akta tersebut
tercantum pengakuan kepemilikan saham Para _'Penggugat masing-masing
15%, diperkuat dengan keterangan Saksi | (Azriel Fatahillah Lazuardiansyah)
yang menyatakan bahwa komitmen tersebut berupa _pembelian sahammyang
belum dilaksanakan dan bertindak sebagai mediator, dalam pertemuan di
Hotel Mall Senen, serta keterangan Saksi Il (Putri Septiyanti) yang
membenarkan hadir saat pembuatan komitmen di Tangerang City dan
mengetahui isinya adalah akan menyerahkan proyek kepada PT Putri Alam
Sari dan membeli saham Penggugat | dan Penggugat Il masing-masing 15%
sehingga berjumlah 30%, dimana berdasarkan bukti P-4 dan P-5 berupa
surat-surat penagihan pelaksanaan komitmen tertanggal 23 September 2024
dan 21 Oktober 2024 yang menunjukkan Para Penggugat telah menuntut
pelaksanaan komitmen namun tidak mendapat respons dari Tergugat,
sehingga terbukti bahwa komitmen tersebut memang ada dan mengikat
secara hukum berdasarkan asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur
dalam Pasal 1338 KUHPerdata, dimana kesesuaian antara bukti P-3 dan T-9
menunjukkan bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat mengakui

adanya komitmen dan status kepemilikan saham tersebut, namun mengingat
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komitmen tersebut dibuat dalam konteks penyelesaian sengketa pasca
RUPS dan memerlukan mekanisme pelaksanaan yang kompleks termasuk
penentuan nilai wajar saham, penilaian aset perusahaan, dan prosedur
pengalihan saham sesuai dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas, serta
tidak adanya rincian teknis pelaksanaan dalam surat komitmen tersebut,
maka petitum ini dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa komitmen
tersebut mengikat para pihak dan pelaksanaannya diserahkan kepada itikad
baik para pihak untuk bernegosiasi lebih lanjut mengenai mekanisme, waktu,
dan nilai pembelian saham sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perusahaan

yang berlaku;

MENIMBANG, Bahwa dalam petitum no 7 yang meminta agar Para
Tergugat segera menyelesaikan dan membayar sebagaimana pada posita
point 6.1 s/d.point 6.6 tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman akan menempuh jalun
hukum pidana, petitum ini tidak relevan dalar_h perkarasperdata karena
ancaman pidana tidak dapat dijadikan dasar tuntutan ‘dalam gugatan
perdata, dimana penyelesaian sengketa perdata._harus melalui’ proses
peradilan yang berlaku dan tidak dapat dipaksa dengan ancaman pidana,

oleh karenanya petitum no 7 ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum no 8 yang meminta agar pembagian hak
Para Penggugat tidak lagi didasarkan pada proporsi saham melainkan
dialihkan menjadi pembagian atas seluruh aset perusahaan dengan
komposisi 70% untuk perusahaan dan 30% untuk Para Penggugat,
berdasarkan bukti P-8 dan T-9 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT
Transportasi Global Mandiri yang mengakui kepemilikan saham Para
Penggugat masing-masing 15% atau total 30%, dimana berdasarkan Pasal
52 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan
bahwa setiap pemegang saham berhak mendapatkan dividen sesuai dengan
jumlah saham yang dimilikinya, terbukti bahwa hak Para Penggugat atas

aset perusahaan memang sudah sesuai dengan proporsi kepemilikan saham
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mereka yaitu 30%, sehingga tuntutan untuk "mengalihkan" pembagian aset
menjadi 30% sebenarnya tidak diperlukan karena berdasarkan hukum
perusahaan Para Penggugat memang sudah berhak atas 30% aset
perusahaan sesuai dengan proporsi saham yang mereka miliki, dimana
petitum ini pada hakikatnya mengakui bahwa hak Para Penggugat adalah
30% namun dengan formulasi yang keliru seolah-olah meminta perubahan
padahal itu sudah merupakan hak mereka berdasarkan kepemilikan saham,
oleh karenanya petitum no 8 ditolak karena secara substansi sudah

tercakup dalam hak kepemilikan saham yang telah diakui

MENIMBANG Bahwa dalam petitum no 9 yang meminta agar
Tergugat menghentikan seluruh kegiatan (status quo) di perseroan selama
proses hukum perdata berjalan sampai ada putusan hukum yang
berkekuatanhukum tetap, tidak terbukti adanya urgensi ataufkepentingan
yang memerlukan penghentian kegiatan operasional perusahaan, dimana
penghentian kegiatan perusahaan justru dap_a't merugikan kepentingan:_
perusahaan dan para pihak yang berkepentingan, 'serta ftidak ada bukti
bahwa kegiatan operasional perusahaan akan‘merugikan-Para Penggugat,

oleh karenanya petitum no 9 ditolak;

MENIMBANG, Bahwa dalam petitum no 10 yang meminta agar
Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp
3.000.000 per hari setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan,
berdasarkan Pasal 606a Reglement op de Rechtsvordering (Rv) yang
menjelaskan bahwa dwangsom atau uang paksa hanya dapat diterapkan
terhadap putusan yang mengandung prestasi selain pembayaran uang
seperti kewajiban untuk berbuat sesuatu (facere), tidak berbuat sesuatu (non
facere), atau menyerahkan barang tertentu (dare), sedangkan putusan dalam
perkara ini pada dasarnya adalah money judgment berupa pembayaran gaji,
maka tidak tepat untuk dikenakan ketentuan dwangsom, oleh karenanya

petitum no 10 ditolak;
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MENIMBANG, Bahwa dalam petitum no 11 yang meminta agar Turut
Tergugat I, I, Ill, IV, V, dan VI tunduk dan patuh pada putusan ini,
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya telah terbukti bahwa
Turut Tergugat tersebut tidak memiliki kewajiban substantif dalam sengketa
ini dan hanya berperan sebagai pemberi kontrak kepada PT Transportasi
Global Mandiri atau sebagai notaris yang membuat akta, oleh karenanya

petitum no 11 ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum no 13 yang meminta agar putusan
dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya
hukum banding, kasasi dan verzet, berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR
tentang syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan serta merta, tidak
terpenuhi syarat adanya kepentingan umum yang mendesak atau kerugian
yang tidak dapat dipulihkan jika putusan tidak dilaksanakan segéra, dimana
sengketa ini telah berlangsung sejak lama dan tidak ada urgensi khusus
yang membenarkan pelaksanaan putusan set_ielum berkekuatan hukum:_
tetap, serta gugatan hanya dikabulkan untdk sebagian kecilsaja, oleh

karenanya petitum no 13 ditolak;

Menimbang, bahwa mengingat Para Penggugat telah berhasil
membuktikan dalil-dalil utama gugatannya dan Tergugat terbukti melakukan
wanprestasi dalam hal tidak membayar gaji direktur bulan Juli 2024 serta
tidak melaksanakan komitmen yang telah disepakati, dimana meskipun tidak
seluruh petitum dikabulkan namun petitum yang dikabulkan merupakan inti
dari sengketa yaitu pembayaran gaji dan pengakuan komitmen yang
mengikat, sehingga secara substansial Para Penggugat adalah pihak yang
menang dalam perkara ini sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah,
maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR yang mengatur bahwa pihak yang
kalah dalam perkara menanggung biaya perkara, biaya perkara dibebankan

kepada Tergugat sehingga Petitum no 12 dikabulkan
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MENIMBANG, Bahwa dalam petitum mengenai sita jaminan, status
quo, dan dwangsom, perlu dipahami bahwa syarat-syarat untuk sita jaminan
tidak terpenuhi karena tidak ada bukti bahwa Tergugat akan mengalihkan
atau menyembunyikan aset, status quo tidak diperlukan karena tidak ada
urgensi yang membenarkan penghentian operasional perusahaan,
sementara dwangsom hanya dapat diterapkan terhadap putusan yang
mengandung prestasi selain pembayaran uang sedangkan dalam perkara ini
yang pada dasarnya adalah gugatan wanprestasi bersifat money judgment,

oleh karenanya petitum-petitum tersebut ditolak;

Memperhatikan ketentuan UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), pasal 181 (1) HIR
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

perkara ini;

MENGADILA

DALAM EKSEPSI: :
e MENOLAK eksepsi Tergugat, Turut Tergugatsll, Turut Tergugat=iil,

dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat |
(Suhanto) gaiji direktur bulan Juli 2024 sebesar Rp 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Il (Sari
Mumpuni) gaji direktur bulan Juli 2024 sebesar Rp 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah);

5. MEMERINTAHKAN kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran
atau pembelian saham Penggugat | (Suhanto) dan Penggugat Il (Sari

Mumpuni) sebesar 30% berdasarkan Surat Pernyataan dan Komitmen
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Penyerahan Aset dan Proyek PT Transportasi Global Mandiri tanggal
12 Agustus 2024;

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara
tanggung renteng sejumlah Rp 1.085.500 (satu juta delapan puluh

lima ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Jumat, tanggal 25 Juli 2025,
oleh kami, RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,
HERU KUNTJORO, S.H., M.H. dan IMMANUEL, S.H., M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Juli
2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Maijelis
tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oléh FRAND
ARIANTHA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timug

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem_' informasispengadilan pada

hari itu juga;
Hakim-hakim anggota Hakim Ketua Majelis
HERU KUNTJORO, S.H., M.H RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H

IMMANUEL, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

FRAND ARIANTHA, S.H.
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1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 735.000,00

4. PNBP : Rp 90.000,00

5. Redaksi : Rp 10.000,00

6. Materai : Rp 10.000,00

7. Lainnya : Rp 110.500,00 +

Jumlah : Rp 1.085.500,00 (satu juta delapan puluh lima ribu
lima ratus rupiah)

Pengadilan Negeri Jakarta Timur JI. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Panitera Tingkat Pertama Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
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